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ABSTRAK 
.

Tanggung Jawah Hukum PT PELNI Dalam Pengangkutan Barang di Indo'n'mia
i

.:'
Pengangkutan laut merupakan sarana penting sebagai alat p'enghubung aptara
pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia yang sebagian';besar
wilayalnya terdiri dari perairan. Kewajiban ,dari pengangkut adalah
menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang dari mulai
diterimanya sampai diserahkannya kepada penerima. Dari kewajiban inilah timbul
tanggtrng jawab pengangkut karena pengangkut harus menjaga keselamatan
barang yang diangkutnya maka segala hal yang mengganggu keselamatan barang
yang diangkutnya adalah tanggung jawab pengangkut. Penelitian mengenai
tanggung jawab pengangkut ini menggunakan metode penelitian yang bersifat
deslaiptif analitis, sementara tipe penelitiannya merupakan tipe peneltian
normatif. Penelitian mengenai tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan
barang melalui laut ini dimaksudkan menjawab permasalahan mengenai sistem
tanggung jawab y4ng dipergunakan oleh pengangkut serta dasar-dasar hukum
yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkut tersebut pada PT PELNI.
Hasil penelitian dari penulis menunjukan bahwa sistem tanggung jawab
pengangkut serta pembatasannya pada PT PELNI tidak terlepas dari ketentuan-
ketentuan yangada dalam KUHD khususnya pasal468 KUHD serta aturan-aturan
yang ada dalam konosemen yang dikeluarkan oleh PT PELNI.
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BAB I

PENDAIIT]LUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini tidak ada satupun negara yang dapat hidup

mengasingkan diri dari dunia luar. Masing-masing negara memerlukan

hubungan dan perdagang:an satu dengan yang lainnya- Hubungan dan

perdagangan antar negara yang efisien akan sangat membantu isolasi yang

timbul karena perbedaan letak geografis. Dalam kaitan ini suatu sistem

transportasi yang efisien merupakan salah satu sarana yang ampuh urfiik

mengatasi hambatan tersebut- Oleh karena itu, setiap negara memerlukan

suatu jaringan tansportasi yang memadai secara menyeluruh sebagai

lalu lintas barang dan orang, khususnya dalam batas-batas wilayah

nasionalnya. Kebutuhan suatu neghra atas suatu jaringan transportasi antar

negara nkan sumber daya yang adz di dalam bumi ini tersedia bagi

masyarakat. Hampir 95% kegiatan distribusi barang dan jasa dilakukan

melalui laut karena lebih menguntungkan dibandingkan pengangkutan melalui

darat ataupun udara dikarenakan pengangkutan barang melalui laut tersebut

dapat memuat barang dalam volume yang besar dengan biaya yang murah.l

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia,

yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau dimana Indonesia juga menempati

1 Triyanti Gondhokusumo, Pengangkutan Melalui Laut I, (Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 1982), hal. 3.

1
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jalur silang yang strategis antara benua Asia dan benua Australia serta anlara
,*.,

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia

mer,upakan titik pusat dalam mengadakan hubungan perdagangan agngaq

Negara-negara dari benua Asia, benua Amerik4 benua Eropa d*''t"ol'ru
/

Australi4 jadi tentunya diperlukanl sarana pengangkutan yang

dipergunakan dalam perdagangan antara negara tersebut.'

Sebagai bangsa kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan sektor

maritim yang luas dan dikembangkan dengan baik sehin gga dapatmembantu

negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dad

sektor maritim tersebut dapat menyumbangkan antara lain':

1. Integrasi ekonomi dari kepulauan, dengan pergerakan komoditas yang

diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antarapulau-pulau;

2. Persaingan yang berhasil dengan bangsa-bangsa lain unhrk memasok

berbagai komoditas yang sudah atau belum diproses ke pasar dunia unhrk

komoditas tersebut;

3. Meminimalkan ongkos untuk mendapatkan impor untuk tambahan

pasokan domestik di pasar domestik, sehingga meningkatkan taraf hidup

nasional;

4. Integrasi sosial dan politik dari bangsa dengan pergerakan warga negara

yang bebas hambatan di antma pulau-pulau untuk berbagai tujuan;

' Tommy H. Purwaka, Pelayaran Antar Pulau Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, lgg3),
.!:: "'

' Richard Blankfeld dan Don F/rtz. Tinjauan Kebijaksanaan Sehor Pelryaran dan
1-'. ! tbuhan Indones ia, (Jakarta: USAID/ECG, Indonesia, 2002), hal. 5.
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5. Peningkatan sektorjas4 dengan perolehan pendapatan valuta asing dalam

industri-industri jasa seperti pelayaran, jasa perbaikan kapal: dan
1

kepariwisataan; i:-

;
Setiap perusahaan rnaga dalam benhrk atau bidang apapun terutama

yang menghasilkan barang untuk keperluan t orrrrr*", tidak mungkin berjalan

dalam usahanya memperoleh keuntungan tanpa adanya suatu alat-alat

pengangkutan yang diperlukan unhrk sampainya barang-barang dari produsen

tersebut kepada konsumerrdengan tepat wakhr serta dalam keadaan lengkap

serta dalam kondisi yang baik. Ini sesuai dengan tujuan dari pengangkutan

yaitu untuk meningka&an daya guna dan nilai, yang berarti bila daya guna di

tempat baru itu tidak naik, maka penganghrtan tidak perlu diadakan karena

merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si produsen tersebut."

Ada beberapa macam sarana angkutan yang dapat dipergunakan dalam

mengadakan hubungan dagang antar satu daerah dengan daerah yang lain

ataupun nega.ra yang satu dengan negara yang tain, yaitu:.

a. Sarana angkutan melalui darat;terbagi dalam:

1. Angkutan Jalan Raya (baik yang menggunakan kendaraan berrnotor

mauputlkereta api)

2. Angkutan Sungai

b. Sarana anghftan melalui udara

c. Sarana angkutan melalui laut

o H.M.N. Purwosutjipto, Pokok-pokak Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, (JakarLa :

Djambatan, 1983).
x
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Dari ketiga sarana pengangkutan tersebut diatas maka yang memeq.T1g

,.
pemnan sangat penting dalam dunia perdagangan adalah .penyeleqggaraan

t"
pengangkutan melalui laut baik dalam perdaghngan yang bersifat na;iqgal

maupun intemasional. Pengangkutan di laut yang fungsinya ant*l iuin

mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainny4 dalam

pelaksanaannya kemungkinan akan menghadapi bahaya yang setiap saat

mengancam terhadap barang yang diangkut tersebut. Bahaya-bahaya tersebut

antara lain adalah:

1. Perils Of The Seas, bahaya-bahaya yang erat hubungannya dengan sifat

laut itu sendiri. Yaitu bahaya yang tidak setiap hari terjadinya, tidak

terduga dan secara kebetulan seperti cuaca buruk, tabrakan, kandas, taufan

dan yang sejenisnya.

2. Perils On The Seas, bahaya-bahaya yang mungkin timbul atau terjadi

pada waktu berada diatas laut seperti kebakaran, peledakan dan sejenisnya.

3. Ertraneous Risk, bahaya yang tidak termasuk dalam perils of the seas

maupun perils on the seas seperti pencurian, pembongkaran, tidak

dikirimkan oleh penjual, pecah, kerusakan karena air dan sejenisnya.

Sarana dalam pengangkutan laut yang kita kenal dalrm pengiriman

barang melalui laut adalah kapal laut. Apalagi pada saat ini di lndonesia telah

berlakr Azas Cabotage berarti prinsip yang memberi hak untuk

beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan

angkutan dmi negara itu sendiri secara eksklusif jadi dengan kata lain Asas

Cabotage adalah suatu ketentuan dimana muatan domestik diangkut kapal-

t\



kapal berbendera nasional. Asas ini berlaku untuk kapal-kapal jenis cair dan

lepas pantai pada2010 dala2}11- Saat ini, kapal lokal menguasai 70 persen

angkutan bmang dalam negeri. Penerapah azas ,Cabotage leinog

pemberlakuan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran banyak mengiudupi

kendal4 n€tmun demikian pemerintah tetap akan taat padarencana penerapan

azas cabotage pada semua muatan tahun 2010 dan 2011. Sampai saat ini

Indonesia sudah mampu menerapkan azas cabotage untuk sebelas komoditas,

sedangkan tiga komodita* t'uioru seperti batubar4 lepas pantai dan muatan cair

masih diberi waktu satu sampai dua tahun mendatang. Tujuannya agar pada

waktu yang tersisa itu pengusaha pelayaran nasional mampu unutk

mengembangkan armada dengan bendera merah putih, sehingga pada

pelaksanaan azas cabotage, kapal-kapal berbendera Indonesia sudah siap.

Angkutan laut yang mempergunakan kapal laut itu melibatkan dua

pihak yaitu pengirim barang sebagai pihak yang akan mengirimkan barang

dengan pengangkut sebagai pihak yang akan mengirimkan barang dengan

pengangkut sebagai pihak yang akan mengangkut barang tersebut. Kedua

pihak tersebut dalam mengadakan perjanjian pengangkutan barang tentu tidak

hanya dengan menggunakan kesepakatan saja melainkan untuk menjamin

kepastian hukum diadakan perjanjian terhrlis mengenai pengangkutan barang

tersebut. Dengan diadakannya perjaqjian terhrlis antara pengirim dengan

pengangkut barang tersebut maka timbulah suatu perikatan antara pengirim

dan pengangkut tersebut. Definisi umum perjanjian pengangkutan adalah

sebuah perjanjian timbal batik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri

fi.**
{
*
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untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujUgn
, *,,,a, .

tertentr:, sedangkan pihak lainnya (pengirim atan penerima baral.rg,
'/-

penumpang) berkeharusan untuk menunaikan' pembayaran biaya te,rtentu

untuk pengangkutan tersebuts.

Dengan adanya perikatan arfiara Pengangkut dan Penerima barang

tersebut maka timbulah kewajiban dari pengangkut yaitu mengirimkan barang

ke suafu tempat yang sudah ditentukan serta menjaga keselamatan barang

yang dianglot sejak diterima sampai saat diserahkan dan dari kewajiban inilah

timbul fanggung Jawab dari Pengangkut yaitu pengangkut akan bertanggung

jawab untuk mengganti kerugian bila terjadi kerusakan terhadap barang yang

diangkut selama dalam pengangkutan. Jadi selama barang itu berada dalam

kekuasaanny4 pengangkut wajib menjaga keselamatan barang tersebut agar

tidak rusak, hilang maupun berkurang isinya.

Jika semua dokumen pengangkutan yang diperlukan sudah selesai

disiapkan maka akhirnya barang diangkut menuju pelabuhan tujtran

sebagaimana disebut dalam perjanjian pengangkutan. Selama dalam

perjalanan kapal laut sering menghadapi berbagai resiko, baik resiko yang

terjadi akibat perbuatan alam maupun akibat perbuatan manusia- Semua ini

akan menyangkut terhadap pembatasan tanggung jawab pengangkut apabila

terjadi suatu kerusakan atau kerugian pada barang-barang yang diangkutrya.

Selema dalam perjalanannya, muatan tersebut dilindungi oleh berbagai

macam dokumen pengapalan, *61a lain:

' Rahayu Hartini, Aspek Hukam Bisnis,(Malang: UMM Press, 2}03),ha1. 114.
6



1. Faktur Penjualan Barang

2. Polis Asuransi Laut
,^

3. Konosemen atau Bill of Lading (B/L) 
; 

i. .,

Diantara dokumen pengapalan tersebut maka konosemen: (B/L)

tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang terpenting karena

konosemen ini dapat berfungsi sebagai tanda bulli penerimaan barang dan

juga berfirngsi sebagai suatu dokumen angkutan dimana perjanjian

pengangkutan barang urr*u pengirim dan pengangkut dapat dibuktikan

dengan konosemen. Oleh karena itu konosemen juga dikatakan berfungsi

sebagai bukti perjaaiian pengangkutan melalui laut. Tanggung jawab dari

penganglnrt dalam pengangkutan ini juga tersirat dalam konosemen dimana

dalam konosemen ini pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima

barang-barang tertentu untuk diangkuhya ke suatu tempat tujuan yang

ditunjuk beserta klausula-klausula tentang penyerahannya yang akan terjadi.

Ini sesuai dengan defmisi konosemen dalam Pasal 506 KUHD yaitu:

ooKonosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut

menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk

diangkutrya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu

kepada orang tertenhr, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah

barang-barang itu akan diserahkannya".

Konosemen dapat dibuat karena adarrya suatu perjanjian

penganglnrtan, dimana konosemen membuktikan pengirim telah menyerahkan

barangnya unhrk diangkut dan penerima berhak untuk menerima barang itu



dari pengangkut. Jadi konosemen itu adalah merupakan suatu alat bukti..Apa

,.,,,
yang tercantum dalam konosemen sebagian besar adalah apa yang tercarrfim

.t^

dalam perj anj ian pengangkutano.
,t

,!

Kewajiban dari pengangkut adalah menyelenggarakan penganlkutan

dan meqiaga keselamatan barang atau orang yang diangkut dari mulai

diterimanya barang tersebut dari pengirim sampai diserahkan barang tersebut

kepada penerima. Dari kewajiban inilah timbul Tanggung Jawab Pengangkut,

yaitu karena kewajiban Pengangkut adalah menjaga keselamatan barang yang

diangkuhya maka segala hal yang mengganggu keselamatan barang thl yang

merugikan pengirim atau penerima, menjadi tanggung jawab pengangkut.

Tanggung Jawab ini berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala

kerugian yang timbul atas barang yang diangkuhya selama dalam masa

pengangkutan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis akan membahas

rnasalah-masalah yang akan dijadikan pokok permasalahan oleh penulis dalam

tulisan ini, yaitu:

1. Apakah Dasar Hukum yang mengatur tentang Tanggung Jawab

Pengangkut ?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut dalam pengangkutan barang

melalui laut bila terjadi kecelakaan yarrg mengakibatkan kerugian?

6 Sapto Sardjono, Hulcum Dagang Laut Bagi Indonesia, (Jakarta: YP Satya Widya,

8



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan pengangkutan barang melalui laut.

1

I

b. Untuk menggambarkan Tanggung Jawab Pengangkut dalam

pengangkutan barang melalui laut bila terjadi kecelakaan yang

tnengakibatkan kerugian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

1) Penelitian yang dilakukan diharapkan akan berguna bagi

perkembangan hukum pengangkutan di Indonesi4 khususnya

mengenai tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang

melalui laut.

2) Bagi perguruan tinggi, tulisan ini diharapkan dapat digunakan

untuk menambah *u**L di bidang hukum pengangkutan laut.

3) Bagi peneliti, tulisan ini dapat dipergunakan untuk menambah

wawasan dan pengalaman di bidang ilmu hukum, khususnya

hukum pengangkutan mengenai tanggung jawab pengangkut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berrnanfaat bagi siapa saja yang

berkecimpung dalam perrgangkutan barang khususnya pengangkutan

barang melalui laut, baik para pengangkut, penerima barang maupun

pengirim barang.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kewajiban dari Pengangkut adalah rhenyelengqarakan penggngkut

dan meqjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut'imuiai

diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada penerima. Dari

kewajiban ini muncul tanggung jawab pengangkut, yaitu karena kewajiban

pengangkut adalah menjaga keselamatan barang yang diangkutnya maka

segala hal yang *"rr***U* keselamatan barang itu, yang merugikan

pengirim atau penerima, menjadi tanggung jawab pengangkut. Tanggung

jawab ini berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian

yang timbul atas barang yang diangkutnya selama dalam masa

pengangkutan.

Prrsip-prinsip dari Tanggung Jawab Pengangkut adalah:

a- Presumption of Liability

Praduga bahwa p"og*gkrt selalu bertanggung jawab, dimana

beban pembuktian berada pada pengangkut dimana pengangkut

harus dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan serta

kekurangan barang yang diangkutlya bukan merupakan kesalahan dari

pengangkut.

b. Presumption of non Liability

Praduga bahwa penganghlt selalu tidak bertanggung jawab dimana

beban pembuktian ada pada penumpang atau pengirim barang jika

terjadi kekurangan, kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang

.,\
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dibawanya misalnya terhadap Tas Tangan atau Hand Bag yang dibawa
.:,

.":

c. Absolute Liability atatStrict Liability i

Prinsip Tanggrrng Jawab Mutlak UT*u pengangkut 'iruUak

bertanggung jawab atas segala kekurangan, kehilangan atau

kerusakan terhadap barang yang dibawanya maupun dampak-dampak

yang ditimbulkan dari kekurangan, kehilangan atau kerusakan terhadap

barang yang dibawanya.

d. Fault Liabiltty

Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan hanya atas kesalahan yang

dilakukan oleh pengangkut misalnya jika terjadi kerusakan pada

sebagian barang yang diangkut akibat kesalahan dari pengangkut

maka pengangkut bertanggung jawab hanya atas kerusakan tersebut

e. Limitation of Liability

Prinslp pembatasan tanggung jawab dimana pengangkut bertanggung

jawab untuk mengganti kerugian atas segala kekurangan, kehilangan

atau kerusakan terhadap barang yang dibawanya sampai pada suatu

jumlahtertentu.

Sistem Tanggung Jawab dalam Penganghltan Laut adalah:

a. Menurut KUHD

l) Presumption of Liability

Pasal 468 ayat Q): "Pengangkut diwajibkan mengganti segala

kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau

11
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sebagian tidak dapat diserahkannya" atau karena terjadi kerusakan

pada barang ltu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa ti'd;
i.

diserahkannya barang atau kerusakad tadi disebabkan oleh, srnlu

'':lmalapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun

dihindarkanny4 atau cacat daripada barang itu, atau oleh kesalahan

dari si yang mengirimkannya".

2) Limitation of Liability

a) Pasal 470 ayat (2); "...adalah diperkenankan, jika si pengangkut

memperjanjikan, bahwa ia tidak akan bertanggung jawab untuk

lebih dari suatu jtrmlah tertentu untuk satu potong barang yang

diangkutnya kecuali apabila kepadanya telah diberitahukan

tentang sifat dan harga barang terebut, sebelum atan pada waktu

barang itu diterimanya. Adapr:n jumlah tersebut diatas tidak boleh

kurang daripada enam ratus rupiah".

b) Pasal 474: *Apabila si pengangkut itu adalah si yang

mengusahakan kapal, maka tanggung jawabnya tentang kerugian

yang ditimbulkan kepada barang-barang yang diangkut dengan

kapal tersebut, adalah terbatas sampai sejumlah lima puluh rupiah

tiap meter kubik isi bersih kapal tersebuf'.

3) Pasal 541: "Tanggung Jawab dari seorang pengusaha kapal untuk

kerugian yang ditimbulkan oleh suatu penubrukan adalah terbatas

sampai suatu jumlah sebesar lima puluh rupiah tiap meter kubik isi

bersih dari kapalnya... "

jra$
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c.

4) Breakable Limit

Pasal 536: "Apabila tubrukan kapal itu disebabkan oleh kesahlian

salah satu kapal yang bertubrukan, mSka pengu;aha daripada, kapal

,.7
yang telah melalarkan kesalahan itulah yang menanggung Seluruh

kerugiannya"

5) Presumption of non liability

Pasal 533 ayat (2): "Pengangkut tidak diwajibkan mengganti

kerugian yang aiierUitkan pada barang-barang yang disimpan sendiri

oleh penumpang, kecuali apabila dibuktikan bahwa si pemrmpang ini

telah berusaha seperlunya guna menyelamatkannya"

Dalam UU No. 21 tahun l992tentang Pelayaran

Pr e sumpti on of Li ab ility

Pasal 86 ayat (2): "Jika perusahaan pengangkut dapat membuktikan

bahwakerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, dan d

bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian

atau seluruh dari tanggung jawabnya".

Dalam The Hague Rules 1924

l) Presumption of Non Liability

(lihat Pasal IV ayat (1): Baik pengangkut maupun kapal tidak akan

bertanggung terhadap kerugian atau kerusakan yang timbul...dst

kecuali,..)

... 13
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2) Limitation of Liability

(Lihat Pasal fV (5): Tanggung jawabnya

poundsterling/packageatauunit). i

tidak lebih dari' 100
I

l:

i
3) Breakable Limit

(Lihat Pasal IV ayat (5):...kecuali apabilajenis dan nilai barang-

barang tersebut dinyatakan oleh pengirim sebelum pengapalan dan

dicantumkan di dalam konosemen).

The Hamburg Rules'1978

Sistem tanggung jawab Pengangkut "Presumption of non

Liability" seperti yang terdapat dalam The Hague Rules 7924, The

Visby Rules 1936, The Brussel Protocol 1968 dan The Hague Visby

Rules, ternyata sangat tidak memuaskan pengguna jasa angkutan laut.

Hal ini disebabkan karena dengan berbagai alasan atas dasar kekebalan-

kekebalan yang dimiliki oleh pengangkut dapat menyebabkan

pengangkut menjadi tidak blrmnggung jawab terhadap barang-bamng

yang diangkumya (ihat Pasal IV The Hague Rules).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk

menanggulangrnya dibuaflah "The Hamburg Rules 1978", dimana

Konvensi Interrasional ini adalah hasil konferensi PBB mengenai

Pengangkutan Barang melalui Laut yang diselenggarakan di Hamburg

padatanggal 3 - 31 Maret 1978.

Sistem Tanggung Jawab pada The Hamburg Rules l97B adalah

sebagai berikut:

.,):r.
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1) Presumption of Liability l. 

,

Lihat Pasal 5 ayat (1): Pengangkut bertanggun.g iaw?b, itas
I

kerugian yang diakibatkan oleh h{lang atau, rusaknya bpaag,

't7barang, maupun oleh kelambatan dalam penyerahan, "apabila

peristiwa yang menyebabkan kerugian, kerusakan atau

keterlambatan itu terjadi pada saat barang-barang berada di bawah

penguasaamya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4, kecuali

apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa i4 pegawainya dan

agennya telah mengambil semua langkah-langkah yang secara

wajar dapat diharapkan unhrk mencegah peritiwa itu dan akibat-

akibafirya.

Limitation of Liability

(lihat Pasal 6)

Breakable Limit

(ihat Pasal 6 ayat(4): dengan perjanjian antara pengangkut dengan

pengirim, batas-batas yang ditetapkan dalam paragraph 1 dapat

ditentukan.

Adapun mengenai periode dari tanggung jawab pengangkut, dalam

KUHD disebutkan dalam Pasal 465 ayat (1), yang isinya:

"Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga

keselamatan barang yang diangkutnya sejak saat penerimaannya

sampai saat penyerahannya".

2)

3)

.}r"
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2. Kerangka Konseptual "i.

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang sering digunakan
t-

dalam pengangkutan barang dan berkaitdn langsung dengan pby.*t

penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Pengangkut pada Penganituun

Barang melalui Laut. Pasal 466 KUHD menyatakan bahwa Pengangkut

adalah barang siapa yang, baik dengan persetujuan cafier menurut waktu

atau carter menurut perjalanan, baik dengan suatu perjanjian yang lainny4

mengikatkan diri ""*t menyelenggarakan pengangkutan barang yang

seluruhnya ataupun sebagian melalui lautan. Dalam KUHD ditegaskan pula

dalarn Pasal 466 dimana dinyatakan bahwa Pengangkutan adalah seseorang

(atau suatu badan) yang berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian itu berupa

perjanjian charter waktu maupun perjanjian charter perjalanan ataupun

perjanjian lainnya mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang-barang melalui laut baik untuk seluruhnya maupun

untuk sebagiannya.

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah

yang digunakan dalsp penelitian, maka diperlukan definisi operasional

mengenai istilah-istilah berikut, yaitu:

a. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya

(kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan

sebagainya).'

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
l6

i
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b. Pengangkut adalah barang siapa yang, baik dengan persetujuan 
T4.er

menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengari ,16*
t-

perjaqiian yang lainnya, mengikatkan dri untuk 
, 
menyelenSsgakaa

pengangkutan barang yang seluruhnya ataupun sebagian melalui fai,t*

c. Pengarigkutan adalah seseorang (atau suatu badan) yang berdasarkan

suatu perjanjian-perjanjian itu berupa perjanjian charter waktu

maupun perjaqiian charter perjalanan ataupun perjanjian lainnya,

mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-

barang melalui laut baik untuk seluruhnya mauprm untuk sebagiarrnya.

d. Barang adalah Bagasi; Muatan (kereta api; kapal laut dan sebagainya).

e. Konosemen / Bill of Lading adalah suatu surat yang bertanggal, dalam

mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-

barang tersebut untuk diangkutrya ke suatu tempat tujuan tertentu dan

menyerahkannya disitu kepada orang tertentr:, begitu pula menerangkan

dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih

mementingkan pemahaman data daripada kuantitas atau banyaknya data.

Langkah awal dari penelitian ini adalah menginventarisasi peraturan

mengenai pengangkutan laut yang berlaku. sifat penelitian yang akan

dilalorkan yaitu deslaiptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitiap

ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis

t1



mengenai masalah yang diteliti, melalui pemapariln

pengamatan/wawancara tanpa pengujian hipotesis.b
i.

2. TeknikPengumpulan Data

data hasil

Teknik pengumpulan data yang digunakan,dalam penelitian irri''."rrui

dengan jenis dan sumber datanya diperoleh melalui studi kepustakaan.

Bahan penelitian ini akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan data

mplalui penelitian lapangan akan dijadikan sebagai bahan pelengkap.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

mefiputi:

a. Bahan-bahan Hukum Primer yang terdiri dari berbagai macam

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan

isi penelitian yang meliputi:

1) The Hague Rules 1924

2) Undang-undang No. 21 tahun l992tentartg Pelayaran

3) Kitab Undang-und*g F{,rk * Perdata (KUHP)

4) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KLIHD)

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari data-data dan

keterangan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang

meliputi:

1) Buku-bukukaryalhaiah di bidang Ilmu Hukum

2) Makalah, Jurnal serta artikel di Internet

* Adi Rianto, Metodl Penelitian Sosial dan Hukum,Edisi I, (Jakarta: Granit, 2004),hal. 129.
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F. SistematikaPenulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tesis

mengadakan sistematika pembahasan sebagai b6rikut:

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

lnl
..:

maka penuiis

.i;.. .

1

Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Penulisan, 
t''potok

Permasalahan, Metode Penelitian serta dibahas pula Tujuan

Penelitian dan Sistematika Pembahasan yang akan menjelaskan

garis besar dari bab-bab yang ada dalam tesis ini.

Menerangkan pengangkutan pada umumnya, pengertian dari

pengangkut serta akan diuraikan juga tentang para pihak yang

terlibat dalam Pengangkutan Barang melalui Laut serta Jenis-

jenis Pengangkutan melalui Laut serta akan dibahas pula

mengenai Dokumen-dokumen Pengangkutan Barang di Laut.

Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Pengangkut.

Dalam Bab ini dibahas Pengangkutan Barang melalui Laut,

Hak-hak dan Kewajiban dari Pengangkut serta Peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab

Pengangkut tersebut.

Analisa. Bab ini akan membahas analisa tentang Tanggrrng

Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Barang melalui Laut di

Indonesia.

Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan membahas kesimpulan

serta saran yang diharapkan akan bermanfaat bagr yang terlibat

dalam praktek pengangkutan barang melalui laut ini.

:-

h
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BAB II

HAL.HAL T]MUM TENTAIIG PENGA}IGI(UTAN
i_

i

BARANGMELALUtrLAUT 
;

Pengertian Pengangkutan

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, sehingga diperlukan

suatu sarana perhubungan yang dapat menjangkau hubungan antar daerah,

dan antar pulau yang satu dengan yang lainnya. Bahkan hubungan-hubungan

tersebut dewasa ini sudah semakin berkembang, yang tidak hanya dilalrukan

antar daerah atau antar pulau di Indonesia saja tetapi juga sudah dilalrukan

pengangkutan dari Indonesia ke negara lainnya.

Sarana perhubungan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan

jasa perhuburgan melalui pengangkutan udar4 pengangkutan laut dan unhrk

daerah tertentu dilalarkan melalui ahgkutan darat.

prrngsi pengangkutan itu sendiri adalah memindahkan barang atau

orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk

meningkatkan daya guna dan nilai.

R. Soekardono mengatakan bahwa:

"Pengangkutan pada umumnya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai

berrda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan itu mutlak

diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi".e

e R. Soekardono, Hukum Dagang lndonesia, (Iakarta: Rajawali, 1986), hal.2.
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Kesimpulan dari kedua pendapat tersebut diatas bahwa "f?da

dasarnya dalam pengertian penganglnrtan terkandung uusur perpindahan
t"

tempat dengan menggunakan alat pengangkut dengan.tujuan untuk mencapai

,,"*

dan meninggikan manfaat serta efisiensi, sedang yang menjadi obyek yang

diangkut adalah dapat berupa barang maupun orang.

Pengangkutan menurut Purwosutjipto adalah Perjanjian timbal

balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana si pengangkut mengikatkan

diri untuk menyelengg*ut* pengangkutan barang dart latau orang dari

suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutanl0.

Pasal 466 KUHD menyatakan bahwa Pengangkutan adalah

seseoftulg (atau suatu badan) yang berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian itu

berupa perjaqiian charter waktu maupun perjanjian charter perjalanan

ataupun perjanjian lainnya, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang-barang melalui laut baik untuk seluruhnya maupun

untuk sebagiannyali.

Pasa] ini menjelaskan bahwa pengangkutan barang dapatmenggunakan

kapal dengan cara menyewa apabila pengangkut tidak memiliki kapal, d"apat

dicarter menwut waktu atau menurut perjalanan. Selain pengangkutan barang

yang mencarter kapal untuk mengangkut barang-barang, pemlik kapal juga

dapat menjadi pengangkut yang sebenarnya artinya dia sebagai pemilik dan

to H-M-N. Purwosutjipto, pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
Djambatan, 1983), hal. 2.

1r R. Subekti, R Tjitrosudibyo, Kitab Llndang-undarcg Hukum Dagang
undang Kepalitan, (Jakarta: Pradnya paramit41994), hal. 134.

2t
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pengangkut barang. Pasal 518 KUHD menegaskan bahwa pencarter dlnat

menjadi pengangkut pula terhadap pihak lain, baik dalam bentuk c4iier
I

waktu, maupun carter perjalanan, dengan tet6p memilifi tangguns jaweb

terhadap perjanjian carter yang diadakannya dengan pemilik atau pen[rrsaha

kapal, dan dalam Pasal 518 a KUHD dikatakan O**u pencarter kapal berhak

menggunakan ruangan kapal yang disediakan untuk mengangkut barangnyalz.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan

pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya

kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing

kewajibannnya sendiri-sendiri. Suatu perjanjian pengangkutan

adalah merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi unhrk

dengan aman membawa orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat

lainnya, sedangkan pihak yang lain meyanggupi akan membayar

ongkosnyal3.

Dari keseluruhan car?-carapembayaran ongkos pengangkutan barang

tersebut, Letter of Credit (UC) adalah merupakan primadona dalam

pembayaran transaksi Ekspor Impor Indonesia. The (Jniform Customs and

Practise for Documentary credits atau UCP (Keseragaman Praktek dan

kebiasaan Kredit Berdokumen) merupakan seperangkat peraturan yang

mengatur tentang L/C. Lebih dari 160 negara telah memberlakukan UCp 500

secara sukarela. Dikatakan sukarela oleh karena UCP merupakan produk

12 Elfrida Gultom, Tanggung Jawab Pemilik Kapal pada Angkutan Barang dalam
-'lncctrueran t\qpu Lanfi, Majalah Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Edisi Khusus
Majalah Hukum Trisakti, 2001), hal.l0l.

13 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: pT. Intermas a, I994)-hal. 221.
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hukum legislatif. Oleh karena itu Herbert A. Getz, mengatakan bahwaJJ,QP

tidak mempunyai kekuatan mengikat (force of law). C.F.G. SunarVati
/

Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan h,u1!u9.1

kebiasaan yang bersifat internasional. Di Indonesia, sejak tahun tilO-*,.

dalam praktik perbankan Indonesi4 UCP telah Ur**** sebagai ketentuan

yang menganx LIC maka unhrk mendukung keberadaan praktek tersebut,

Bank .Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 26l34lULN tanggal 17

Desember lgg3 dimana diberikan kebebasan kepada Bank Devisa di

Indonesia untuk boleh tunduk atau tidak kepada UCP. Namun demikian,

secara implisit Bank Indonesia mendukung agar L/C yang diterbitkan bank

nmum tunduk pada UCP. Artikel 1 UCP 500 mengatakart "the UCP 500 shall

apply to all documentary credits including to the extent to which they may be

applicable, standby letter (so of credit) where they are incorporated into the

text of the credit. They are guiding on all parties there to, unless otherwise

expressly stimulated in the credit"'. Jadi apabila suatu kontoak L/C tunduk

kepada UCP 500 maka pada perjanjian L/C tersebut disenakan suatu klausula

bahwa atas kontrak L/c tersebut berlaku ucP 500- Dengan konsekuensi

bahwa pengertian-pengertian tentang LIC hal-hal yang memungkinkan

timbulnya permasalahan serta cara penyelesaian permasalahan tersebut

tunduk pada peraturan yang ditentukan UCP 500 tersebut.i"

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang

dan / atau orang dengan selamat, sedangkan kewajiban dari pengirim adalah

la Ramlan Ginting, Ekspor dan Impor Indonesia,(Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hal. 10.
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membayar sejumlah uang angkutan. Istilah "menyelenggarakan

pengangkutan" berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri',oieh
t.

pengangftut atau dilalnrkan orang lain atas perintahnya. Istilah "d;rrg?Q

selamaf'mengandung arti bila pengangkutan berjalan dengan "tidak ,6'iu**"

maka itu menjad.i tanggung jawab dari pengangkut.

Pengertian Pengangkut

Pengertian Pengangkut (dalam hal ini bukan pada pengangkutan orang

melainkan pada pengangkutan barang) dapat kita lihat dalam Pasal 466

KUHD yang menyatakan: "Pengangkut adalah barang siapa yang, baik

dengan persefujuan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik

dengan suatu perjanjian yang lainny4 mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya ataupun sebagian

melalui lautan"l5.

Maksud dai rime charter.atau carter menurut wakhr adalah suatu

perjaqiian dimana pemilik kapal mengikatkan diri dalam suatu waktu tertentu,

kepada si pencarter untuk dipergunakan dalam pelayaran di lautan dengan

pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu (pasal 453

ayatQ) KIJ[ID).

Pengertian Voyage Charter atau carter menurut perjalanan adalah suatu

perjanian dengan mana si pemilik kapal mengikatkan diri untuk menyediakan

sebuah kapal tertentr4 seluruhnya atau sebagian kepada si pencarter untuk

dipergunakan mengangkut barang atau orang melalui lautan dalam suatu

" rbid, hal. 134
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perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti unhrk
, . 'a-,

Berdasarkan nrmusan dalam Pasal 466 KUHD ini dapat kita simpu[<an

bahwa yang dapat bertindak sebagai pengangkut adalahl6: ''?

1. Pemilik Kapal

Pemilik kapal dapat mencarterkan kapalnya kepada pihak ketiga, apabila

tejadi hal yang demikian maka pemilik kapal ini akan dapat bertindak

pula sebagai pengangkut menurut Pasal 466 KUHD ini.

2. Pengusaha Kapal

Pengusaha kapal adalah merupakan inti dari pengangkutan ini. pengusaha

kapal ini apabila kita perhatikan Pasal 320 KUHD tidak harus perlu

pemilik kapal karena apabila telah dipenuhinya dua syarat dalam pasal

tersebut maka ia dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha kapal. Syarat-

syarat tersebut adalah:

a. menggunakan kapal unhrk p"luy** di laut.

b- mengemudikan atau suruh mengemudikan kepada seseorang yang

bekerja kepadanya.

Apabila pengusaha kapal itu kemudian mencarterkan kembali kapalnya

kepada pihak ketiga baik dengan carter waktu maupun dengan carter

perjalanan atau apabila pengusaha kapal ini kemudian mengadakan

perjanjian pengangkutan dengan kapal jurusan tetap atau pengusaha kapal

tu Jenny Barrnawi, "Tanggung Jawab Penganglatt dalam Pengangkutan Barang Melalui
Lautan", Diktat seminar, universitas Airlangga, 20 Agustus - 2 septeLber 19g9, hal.2.
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menutup perjanjian pengangkutan dengan kapal pengangkut barang-barang

potongan maka pengusaha kapal akan bertindak sebagai pengangkut. "
t^

3. Pencarter

Sebagaimana kita lihat diatas, maka pencarter I apabila **"#ok*

kembali kapalnya kepada pihak ketig4 maka dia sebagai pencarter akan

juga merangkap kedudukannya sebagai pengangkut. Hal ini akan berlaku

baik untuk carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan.

Selain pasat 466 KIIHD tersebut ada juga beberapa pengertian lainnya dari

pengangkut, yaitu:

a. Pasal I ayat(a) The Hague Rules t924 yaifi:

"A Carrier includes the owner or the charter who enters into a

contract of carriage with a shipper"

b. Pasat I The Hamburg Rules 1978

carrrcr means any person Dy wnom or tnwnose name ct ec1nn, ev. y,
carriage of goods by sea has been entrusted with a shipper".

acruat carrter means any person rc wnom lne perJormance oJ'
carriage ofthe goods or part ofthe carriage has ben entrusted by
the carrier and includes any person to whom such per..fbrmance has
been entrusted".

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

dimak5g6 dengan pengangkut adalah "orang yang mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan I atau orang dari suatu

tempat ke tempat tujuan yang lainnya dengan selamat".

1.

z.
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Dokumen-dokumen Pengangkutan 
i

Semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengirimln
./

barang dalam pengangkutan laut dinamakan dokumen pelgapalan (shtp, ptng

Documents). Pada dasamya dokumen-dokumen tersebut mrnrngsi';Ltut

melindungi muatan sejak d.ipersiapkan unhrk dimuat ke atas kapal di

pelabuhan pemuatan, sampai muatan itu diserahkan kepada pemiliknya atau

mereka yang berhak atas dokumen tersebut di pelabuhan tujuan. Dokumen-

dokumen yang terdapat dalam pelayaran dalam negeri dapat digolongkan ke

dalam'beberapa kumpulan, menurut penggunium dan keperluannya, maka

akan diuraikan beberapa dokumen yang paling umum dipakai atau dikenal,

yaitu":

1. Kontrak Pengiriman (Freight Contract)

Kontrak ini merupakan persetujuan resmi antara pihak pengangkut

atau wakilnya dengan pengirim (shtpper), untuk menggrmakan sebuah

kapal untuk mengangkut barang dalam suatu pelayaran tertentu. Dalam

kontrak ini akan dicantumkan jenis barangrya, berat, volume, uang

tambang, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, cara penyerahan, nama

kapal, tanggal keberangkatan kapal dan sebagainya. Didalamnya terdapat

sebuah klausula yang menyatakan bahwa booking tersebut harus tunduk

pada semua syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dicantumkan

dalam konosemen (bill of lading) dari perusahaan pelayaran yang

bersangkutan.

" FDC. Sudjatmiko, Pokok-pokok pelayaran Niaga,
lW':;. --' ' "
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2. Shipping Permit atau adakalanya disebut Delivery Permit . 
.:

Bagi pihak Shipper atau wakilnya, maka shtpping permit":iti

merupakan sebuah dokumen yang membetitahukan t"pua*yu tentang

';
batas waktu, selama mana muatannya itu harus diserahkan kepada pegawai

perusahaan pelayaran di terminal I dermagayang ditutuk dalam shipping

permit tersebut. Shtpping permit ini memberi pertunjuk kepada "pegawai

penerima muatan" (keluar) di terminal dimana kapal akan memuat, agar

menerima dari pihak yang disebutkan {shipper atau wakilnya), barang-

barang yang disebutkan di dalamnya untuk diperiksa menurut penjelasan

tentang jumlah, macam, pembungkus, isi, berat dan ukuran pada suatu hari

atau waktu tertentu, barang mana yang akan dikirim ke pelabuhan tujuan

yang disebutkan di dalamny4 dengan kapal yang disebutkan.

3. DockReceipt

Tanda terima penyerahan dari barang-barang yang diterima di

terminal unhrk pengapalan di suatu kapal tertentu atau untuk penyimpanan

di gudang (hold on dock) diberikan tanda terima berupa dock receipt isi.

Biasanya dokumen ini diberikan kepada pihak shipper atau wakilnya oleh

perusahaan pelayaran itu sendiri menwut keterangan-keterangan muatan

yang diperoleh dari pemeriksaan peusahaan pelayaran.

4. Dock Sheet (Returnd dan Tally Sheets

Dock Sheets ini dibuat oleh bagian terminal dari perusahaan

pelayaran, merupakan daftax yang mencatat semua pengiriman yang telah

diterima untuk dikapalkan. Sedangkan Tally sheels adalah merupakan



bukti hitungarl (tally) dari muatan yang dimuat atat dibongkar ke dan-dari

atas kapal, hitungan mana biasanya didasarkan atas jumlah muatan tiap-

tiap sling.

5. Stowage Plan (Rencana Pemyrsunan Muatan) '''7

Memperlihatkan secara grafis'tentang letak dan pembagian muatan-

muatan di dalam palka-palka dan ruang-ruang muat serta dek kapal.

6. Mqntfest

Daftar muatan yang dimuat oleh kapal pada pelabuhan pemuatan dan

akan dibongkar di pelabuhan tujuan masing-masing. Ada dua jenis

manifest yang sering digunakan yaitu Cargo Manifest dan Freight

Manifest (dalarn hal-hal tertentu sering digabung meqiadi Cargo & Freight

Manifest).

7. Landing Order

Jka Shipper telah dapat menetapkan pelabuhan tujuan pasti bagi

barang muatannya, maka ia harus segera memberitahukannya kepada

perwakilannya untuk segera membongkar muatan tersebut di pelabuhan

yang ditunjuk, dengan sebuah dokumen yang disebut "Landing Order"-

8. Delivery Order

Adakalanya merupakan dokumen yang dipakai oleh perusahaan

pelayaran untuk memerintahkan kepada bagian muatan masuk di terminal

agar barang muatan yang disebutkan di dalamnya dapat diserahkan kepada

si penerima.
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S. CuriiTrote of Non Delivery dan Certificate of Damage -., .

Adalah keterangan atau bukti yang dikeluarkan oleh pihak
./"

perusahaan pelayaran mengenai ketidakcocokan. baik tentang jurnlah

maupurl tentang keadaan dari barang.

Bukti / keterangan tersebut adalah:

a. Bukti ookekurangan" jumlah penyerahan (in delivery certicate) yang

dalam praktek dinamakan "except bewijs" (E-B).

b. Bukti "pemeriksaan; tentang kerusakan-kerusakan dan hilangnya isi

dari collie-collie yang rusak, yang sering disebut "claim constatering

bewijs" (C.C.B).

lO. Bill of Lading (B/L) lKonosemen

Diantara dokumen pengapalan tersebut maka konosemen (B/L)

tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang terpenting karena

konosemen ini dapat berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang dan

juga berfungsi sebagai suatu dokumen angkutan dimana perjanjian

pengangkutan barang antara pengirim dan pengangkut dapat dibuktikan

dengan konosemen. oleh karena itu konosemen juga dikatakan berfungsi

sebagai bukti perjaqiian pengangkutan melalui laut. Tanggung jawab dari

Pengangkut dalam pengangkutan ini juga tersirat dalam konosemen

dimana dalam konosemen ini pengangkut menyatakan bahwa ia telah

menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat

tujuan yang dituqiuk beserta klausula-klausula tentang penyerahannya

yang akan terjadi. Ini sesuai dengan definisi konosemen dalam pasal 506



KUHD yaitu: "Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, *.r*
' 

-a'

mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-baiang

tersebut untuk diangkutnya ke suatu tbmpat tuj,uan tertentq d4{t

',t
menyerahkannya disitu kepada orang tertenh4 begitu pula menerangkan

dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya".

Dalam hal penyerahan barang dari pengirim kepada pengangkut

yang lazim dipakai dewasa ini adalah penyerahan barang secara Free on

Board (F.O.B) dar-r Cost, Insurance and Freight (C.I.F). F.O.B disini

berarti penyerahan barang dilalarkan diatas kapal yang akan melalrukan

pengangkutan barang dan yang berkewajiban untuk mengurus formalitas

ekspor adalah pihak penjual. Persyaratan dengan menggunakan F.O.B

hanya dapat dilalcukan unhrk pengangkutan laut dan antar pulau semata.

Sedangkan C.I.F adalah hampir sama seperti F.O.B d.imana penyerahan

barang juga dilalrukan diatas kapal serta ongkos angkut sudah dibayar oleh

penjual sampai ke pelabuhan tujuan dengan begitu penjual wajib untuk

mengurus formalitas ekspor, namun dalam sistem C.I.F penjual memiliki

kewajiban untuk menutup kontrak asuransi dan melakukan pembayaran

premi asuransi. Persyaratan penyerahan barang dengan cara C.I.F juga

hanya dfapat dilhrkan untuk pengangkutan laut dan pengangkutan antar

pulau ruja".

Konosemen dapat dibuat adanya suatu perjanjian

pengangkutan, dimana konosemen membuktikan pengirim telah

t8 Wikipedia Bahasa Indonesiq Free On Board dan Cost linsurance and Freight,tersedia di
http ://id.wikipedia. ors./wiki (tanggal 4 Febuari 2009)
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menyerahkan barangnya untuk diangkut dan penerima berhak 1yt*"
menerima barang itu dari pengangkut. Jadi konosemen ifu' adalah

merupakan suatu alat bukti. Apa yang fercarrtum dalam konlfmen
,as

sebagian besar adalah yang tercantum datam perjanjian pengangkutan, iadi

konosemen, dilihat dari latar belakang isi perikatan, bisa berarti

merupakan alat bukti untuk memrntut pertanggungiawaban kepada

pengangkut dalam hal terjadi kerusakan, kehilarrgan, atau tidak

diserahkannya ru*u r"kuli barangnya".

Jadi konosemen mempunyai arti penting dalam dunia perusahaan

angkutan perairan khususnya angkutan laut, sebab konosemen berfungsi

sebagai":

a. Pelindung barang yang dianglatt dengan kapal. Konosemen merupakan

persetujuan yang mengikat pengangkut, pengirim, penerima, sehingga

barang dilindungi dari perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak

bertanggungiawab dari pengangkut.

b. Surat bukti penerimaan di atas kapal, dimana dengan konosemen

pengangkut/agen/nahkoda mengakui bahwa ia telah menerima barang

dari pengirim untuk diangkut dengan kapalnya.

c. Tanda buhi milik atas barang, dimana dengan memiliki konosemen

berarti sekaligus memiliki barang yang tersebut di dalamnya. setiap

pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang tersebut di

-'e R. Ali Rido, Hukum Dagang: Tentang Surat Berharga. @andung: pT Remaja
-osdakarva 1994't, hal. 17 .

'0 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: pr. citra Aditya
Bakti, 1998), hal. 101
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dalamnya di kapal dimana barang itu berada (Pasai 510 KUHD).

"i
Penyerahan konosemen sebelum barang yang tersebut di dalarnnya

diserahkan oleh pengangkut, dianggap'sebagai penyerahan barang

',r
tersebut (Pasal 517a KUHD).

d. Kuitansi pembayaran biaya angkutan. Dalam konosemen dinyatakan

bahwa biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu (freight prepaid) di

pelabuhan pemuatan oleh pengirim.

e. Kontrak otou prrry*rtan angkutan; konosemen adalah bukti perjanjian

pengangkutan yang memuat syarat-syarat angkutan.

Kewajiban dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan

dan menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut dari mulai

diterimanya barang tersebut dari pengirim sampai diserahkan barang tersebut

kepada penerima. Dari kewajiban inilah timbul Tanggung Jawab Pengangkut,

yaitu karena kewajiban Pengangkut adalah menjaga keselamatan barang yang

diangkutrya maka segala hal yang mengganggu keselamatan barang itu, yang

merugikan pengirim atau penerima, menjadi tanggung jawab pengangkut.

Tanggung Jawab ini berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala

kerugian yang timbul atas barang yang diangkutnya selama dalam masa

pengangkutan.

i'

\r;"
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D. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Laut

Dalam pengangkutan melalui laut terutama

barang, maka perlu diketahui tiga unsur yaitu" :'

1. Pengirim Barang (Shtpper)

Kalau kita memperhatikan Pasal 90 KUHD di mana pengirim adalah

merupakan salah satu pihak di dalam perjanjian, ditentukan dalam ayat 6

dari Pasal 90 KUHD tersebu! bahwa pengirim itu harus menandatangani

surat angkutan 6.ooor"-"n). Pada umuilmya sebagai pihak pengirim

barang ia adalah bukan pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut

lazimnya menyerahkan pengiriman barangnya tersebut kepada orang lain,

yang dalam pengangkutan laut itu diserahkan pengurusannya kepada

ekspeditur. Tentang Ekspeditur ini telah diatur dalam KUHD pada Buku I

Bab 5, Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan 90.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 KUHD tersebut maka ekspeditur

itu adalah seseorang yang pekerjtmnnya menyuruh mengangkut barang-

barang perniagaan dan barang-barang di darat atau di perairan. Jadi kalau

kita melihat rumusan ini, ekspeditur itu tidak menangani sendiri

pengangkutan barang-barang yang dipercayakan kepadanya. Ia hanya akan

mengurusi dan bertanggung jawab atas pengiriman barang-barang saja

atau dapat juga ia dikatakan sebagai orang yang mencari alat

pengangkufirya saja. Mengenai siapa saja yang dimaksudkan dengan pihak

pengirim barang itu KUHD sama sekali tidak memberikan rumusannya,

21 wiwoho soedjono, Hukam Perkapalan dan Laut,(Jakarta: Bina Aksara, l9gz),hal. 126.
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;,.

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengirim barang itu bisa pemilik

barang itu sendiri, bisa juga orang lain. Tetapi lazimnya dalam prakfek
i.

seperti telah disebutkan diatas pengirim barang itu adalah bukan p?rr$lik

barang itu sendiri. '"

The Hague Rules tg24 tidakmemberikan definisi mengenai siapa

yang diartikan sebagai pengirim barang itu. The Hamburg Rules 1978

memberikan suatu definisi tentang apayag dimaksudkan dengan pengirim

barang, yaitu:

"Shipper means any person by whom or in whose name or on whose
behalf a contract of carriage of goods by sea has been concluded with a
carrier, or any person by whom or in whose name or on whose behalf the
goods are actually delivered to the carrier in relation to the carrier in
relation to the contract ofcarriage by sea".

2. Penerima Barang (Consignee)

Dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut, si penerima

barang adalah pihak yang namanya tercantum dalam konosemen sebagai

pihak tertentu kepada barang yang diangkut itu harus diserahkan oleh

pengangkut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 506 KUHD alinea kedua

penerima barang ini boleh disebutkan rulmanya ("op naam'), boleh juga

disebutkan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengirim maupun orang

ketiga ("op order") de"lrr boleh juga disebutkan sebagai pembawa ('aan

toonder") baik dengan atau tanpa penyebutan seseorang tertentu

disampingnya.

Sesuai dengan Pasal 510 KUHD alenia kesatu maka setiap

pemegang konosemen yang sah berhak menuntut penyerahan barang yang

Yi.
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tersebut di dalamnya di tempat tujuan sesuai dengan isi konose{ng.n,
' 

"t'kecuali apabila ia telah menjadi pemegang konosemen dangantr cara

melawan hukum. Jadi "sah" disini berarti bihwa memperoleh konoserne.n

itutidak dengan caramelawan hukum. ''.n

Dalam The Hague Rules " 1924 tidak dimuat definisi tentang

penerima barang tersebut.

Sedangkan The Hamburg Rules 1978 dalam Pasal 1 ayat (4)

menyebutkannya r"Uugui, "consignee means the person entitled to take the

delivery of the goods".

3. Barangnya itu sendiri

Tentang apa yang diartikan dengan barangnya itu sendiri KUHD

dalnm Buku II Bab V a tidak memberikan rumusannya. Disitu hanya

disebutkan "barang" saj a.

The Hague Rules 1924 dalan Pasal 1 (c) memberi pengertian tentang

"barang", yaitu:

"Goods includes words, ware& merchandise and articles of everv kind
whqtsoever except live animals and cargo which by the contract of
carriage is siated as being corried on the deck and is to be carried".

Jadi menurut pasal tersebut yang terrnasuk pengertian barang yaitu

barang-barang yang dibuat dari tanah atau besi (schotel), terbuat dari kayu

dan tembag4 barang-barang dagangan dan macam-macam hal apa saj4

kecuali hewan-hewan yang hidup dan muatan yang telah ditetapkan dalam

suatu perjanjian pengangkutan untuk diangkut di atas dek (palka).

lAe*"-
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Sedangkan menurut The Hambwg Rules 1978 pengertian barang

-:
adalah lebih luas, yaitu meliputi juga binatang-b*"""f yang hidup.dan

barang-barang yanag dimasukan dalam c ont aine r (peti kemas) atau p all 9 t

(pembungkus). The Hamburg Rules 1978 memberi rumus* ilotuog

pengertian barang dalam Pasal 1 ayat Syaitu:

"Goods includes iive animais. wnere tne sooas are consona*ii.
container, pallet or a similar articles of transport or where they are
oacked. "goods" includes such articles of tronsoort or oackaging f
supplied by the shipper','.

Disamping ketiga pihak tersebut diatas dalam suatu kegiatan

pelayaran niaga terlibat juga kegiatan atau jasa pihak-pihak lain tetapi

pihak-pihak lain itu tidak saling mempunyai hubungan hukum karena

mereka hanyalah merupakan wakil (astnemer) saja dari satu pihak

tersebut. Oleh karena itu, kegiatan mereka dalam hubungannya dengan

pengapalan barang, dan juga dalam kegiatan pelayaran pada umumnya,

tidak diatur oleh undang-undang.

Adapun pihak-pihak yang dimaksud terakhir ini adalah:

a. Ekspeditur (perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut ata.u forwarding

agent) yaifu orang atau perusahaan yang menyelenggarakan usaha

mengrrrus berbagai macam dokumen dan formalitas yang diperlukan

guna memasukan dan mengeluarkan barang dari kapal atau pelabuhan.

Ekspeditur tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi wakil (:lastnemer)

bagi pengirim atau penerima muatan kapal laut. Dalam hal

mengekspedisi muatan keluar (ekspor) tugas dan kewajiban ekspeditur

sudah selesai kalau barang sudah dimuat ke dalam kapal dan Bitt of
31



.:,

ii..

Lading (B/L) sudah diambil olehnya untuk diserahkan kepada oJqqg

yang memberinya kuasa untuk mengurus pemuatan (pengapalan) itu."'
,|

Dalam hal mengurus pengeluaran truatan impor dari pelabufuan,

pekerjaan ekspeditur dimulai dengan pembuatan dokumen-ddkumen

impor berupa Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD), sampai

membayar bea masuk yang berkenaan serta biaya dan pengeluaran

lainnya sampai barang dapat dikeluarkan dari gudang pabean untuk

diserahkan kepada p"*itit rru.

Berhubung dengan jenis pekerjaannya itu maka perusahaan

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) biasanya mempunyai armada

angkutan darat sendiri, dgtr pengangkutan barang dari dan ke gudang

pemilik barang. di luar pelabuhan dapat diselenggarakan dengan lebih

mudah dan lebih murah. Juga, usaha sampingan trucking ini dapat

menambah pendapatan EMKL.

Perkembangan selanjutnya dari usaha Ekspedisi ini tumbuh

berupa usaha freight forwarding (FF) yang tidak hanya mengurus

dokumentasi dan pengangkutan muatan sebelum dan sesudah

pengapalannya, melainkan meliputi semua keperluan pengapalan mulai

dat'. sortasl barang (pemilahan-milahan jenis barang sesuai dengan

klasifikasi tarif bea dan uang tambang), packing (pengemasan barang

dalam kemasan yang sesuai dengan pengangkutan samudera), cargo

documentation (penyiapan dan pembuatan dokumen-dokumen

pengapalan sampai kepada perolehan izin ekspor kalau diperlukan).

:rl
hr-
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b. Warehousing (usaha pergudangan), yaitu usaha pegmbunan,.d*

,":
penyimpanan barang di dalam gudang atau lapangan penumpukan

pelabuhan, selama barang yang bersangltutan menlinggu pemuatan.ke

/
atas kapal, atau menunggu pembebasannya dari pengawasan pabirr.

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah pelabuhan lazimnya terdapat

tiga macam gudang, yaitu: gudang pabean (disebut juga: gudang lini I),

gudang entrepot (bonded warehouse) dan gudang bebas.

Dalam rangka kegiatan pengapalan muatan, gudang pabean

merupakan yang terpenting karena di gudang pabean inilah disimpan

barang yang baru saja dibongkar dari kapal, atau segera dimuat ke kapal.

Di sini instansi pabean perlu campur tangan, sebab barang yang akan/baru

dimuaydibongkar dari/ke kapal itu harus menyelesaikan terlebih dahulu

fonnalitas pabeannya dan membayar bea-bea sebelum diizinkan keluar

dari gudang pabean.

Stevedoring, yaitu usaha pemuatan dan pembongkaran barang-barang

muatan kapal laut. Perusahaan stevedoring dapat merupakan sebuah

perusahaan yang berdiri sendiri, sebagai sebuah PBM (Perusahaan

Bongkar Muat), atau dapat juga merupakan anak perusahaan, atau agen

dari sebuah perusahaan pelayaran. Seringkali juga perusahaan stevedoring

ini bergabung dengan perusahaan pengangkutan muatan kapal, yang

dimuat ke dan dibongkar dari kapal yang bertambat atau berlabuh di luar

dermaga.
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Seperti diketahui dermaga-derrnaga yang terdapat pada sebuah
:' j-

pelabuhan tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan penylndaran kapd dan

arena kapal, demi efisiensi operasi, tidirk dapat ,.rr"rrroggo gilirao
,tl

penyandaran terlalu larna akan melalcukan kegiatan di perairan petibufran

(kolam pelabuhan, rede, roads) dan dari sana barang-barang yang telah

dibongkar ke atas tongkang akan diantarkan ke gudang. Begitu juga

sebaliknya bagi barang yang akan dimuat ke kapal, diantarkan ke kapal

dengan'tongkang g,*u ai-*t di kolam peiabuhan.

Sesuai ketentuan dalam Inpres 41L985, perusahaan stevedoring ir:i

dinamakan '?erusahaan Bongkar Muat" disingkat PBM yang secara

hukum merupakan perusahaan yang berdiri sendiri tetapi di dalam praktek

perusahaan PBM tersebut hampir semuanya didirikan oleh perusahaan

pelayaran.

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa bertambatnya kapal di luar

dennaga itu tidak selalu karena menunggu giliran penyand.amn, melainkan

karena biaya yang sangat mahal kalau kapal harus bersandar di dermaga

dan melakukan kegiatan pemuatan atau pembongkaran di situ.

Di pelabuhan-pelabuhan Eropa dan Amerika umumnya diadakan

keteniuan yang mewajibkan kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan

menggunakan shore equipment (alat bongkar yang disediakan pelabuhan)

dan tidak diizinkan menggunakan alat bongkar sendiri.

Sangat tingginya cargo handling di dermaga ini pulalah yang telah

melahirkan konsepsi pengapalan dengan menggunakan peti besar yang



dinamakan container (peti kemas). Peti atau kemasan biasa lainnya,
. 'it; 

.,

dimana barang yang hendak dikapalkan, dikemas, secara bersarha.saina
t-

dimasukan ke dalam container dan selanjtrtnya dimuat ke kapai,*tgk
,

diangkut ke pelabuhan tujuannya.

Di dalam container tak " jarang ai*,rut barang-barang yang

dikapalkan oleh beberapa pengirim yang berbeda. Di negara-negara seperti

Anterika Serikat dan Eropa Barat, sudah lazim container besar datang dari

pedalaman dengan ke; api khusus, langsung masuk ke dalam kapal

tanpamelalui penyimpanan di dalam gudang pabean lagi.

d. Lighterage, yaitu usaha penyelenggararm pengangkutan barang muatan

kapal dari dennaga ke kapal yang berlabuh di kolam pelabuhan atau lego

jangkar di luar pelabuhan dan sebaliknya. Di pelabuhan-pelabuhan yang

tidak mempunyai dermaga, seperti pelabuhan semarang dan cirebon

sebelum dibangun oleh Pemerintah orde Baru, perusahaan pelayaran

merasa perlu mempunyai bagian lighterage untuk melancarkan operasi

perusahaan dalam menyelenggarakan bongkar muat.

e. veem, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan jasa sortasi barang

(memilah-milah komoditi sesuai kelas, kualitas, besar kecilnya butir dan

lain-lain), pengemasan, pemberian merk (shipping mark), memperbaiki

kemasan yang rusak atau tidak sesuai. Disini dapat dilihat bahwa

perusahanan veem agak sulit berdiri sendiri karena bidang usahanya lebih

banyak berkaitan dengan eksportir/pedagang yang mengalami kesulitan

atau kurang memahami tata cara pengepakan barang. Usaha pebveem-afl
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dapat bergabung sebagai bagian dari perusahaan EMKL atau frisiglxy

forwarding 
! . 

',,::

f. freightfo 
,, 

n.,,.

Kalau perusahaan EMKL menyelenggarakan cabang .r.uhj y*g

menyangkut urusan penyelenggaraan dokumen-dokumen pengapalan

muataa, sedang di pihak lain perusahaan veem mefiglrusi kemasan barang

yang akan dikapalkan dan perusahaan transport melaksanakan

pengangkutannya, -ut u perusahaan freight forw ardingmenyelenggarakan

semua kegiatan tersebut secara terpadu.

Di negara-negara lain perkemban gan waha freight forw arding sudah

sedemikian maju, di mana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

1) Konsolidasi muatan yang dikapalkan oLeh shippers yang masing -
masing mengapalkan dalam jumlah kecil- perusahaan freight

forwardingmenerima pengiriman muatan dalam jumlah kecil (sedikit)

dari banyak shippers, lalu muatan-muatan kecil tersebut

dikonsolidasikan (dikumpulkan; disatukan) menjadi muatan satu peti

kemas penuh.

2) Kegiatan konsolidasi muatan tersebut dilakukan di dalam

gudang yang dimilikinya/dioperasikannya, yang berlokasi di luar

pelabuhan dan dinamakan Gudang cFS (container Freight station).
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3) Mengatur pembungkusan barang sesuai dengan persyaratan pengap-alan
. 

., 

., 

''., 
.

"seaworthy paclmge" dan memberi shipping mark sesuai de4gan
.l

kebutuhan.

4) Mengurus surat-surat dan dokumen-dokumen pengapalan

termasuk surat izin ekspor kalau diperlukan.

5) Menyelenggarakan pengangkutan barang dari gudang eksportir

(pengirim) sampai gudang CFS dan dari situ ke contqiner yard di

pelabuhan pemuatar barang.

6) Mencarikan kapal yang sesuai bagi pengapalan yang bersangkutan dan

membayar uang tambang yaug bersedia.

Jenis-jenis Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan melalui laut menurut sifat dari usaha pelayarannya dapat

kita bagi menjadi:

1. Pelayaran Tetap (Pelayaran Liner Service)

Yaitu pelayaran yang dilakukan secara bertahap dan teratur yaitu

teratur dalam hal keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, dalam

hal trayek dan tarif angkutan. Jadi perusahaan pengangkutan (perusahaan

pelayaran) yang menyelenggarakan pengangkutan barang-barang pada

waktu-waktu yang sudah ditentukan, terlebih dahulu menyelenggarakan

pelayaran untuk mengangkut barang-barang dari satu pelabuhan ke

pelabuhan yang lainnya.

Perusahaan pelayaran yang menjalankan usaha pelayaran jerus Liner

Service haruslah syarat-syarat:
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a. Mempunyai Trayek Pelayaran dan Jadwal Perjalanan Kapal " y.Ang

tertentudanteratur 
i. 

'.'

Trayek pelayaran tertentu dan tetap artinyl kapal-kapal y.ang

menjalankan dinas pelayaran tetap akan berpinAafrilnaafr

wilayah operasi pelayaran semaunya saja, tetapi harus tetap bergerak

dalam wilayah operasi yang telah ditentukan. Mengenai pelabuhan yang

disinggahi oleh masing-masing kapal yang dilayarkan dalam trayek

tersebut, perusahaan pelayaran mempunyai kebebasan penuh sepanjang

dilalarkan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, dan kapal-

kapal tersebut tetap beroperasi di dalam wilayah lingkungan operasi

yang bersangkutan.

b. Mempunyai Daftar Tarif Angkutan yang Tetap dan Berlaku Umum

Dalam daftar ini dicantumkan tarif angkutan bagi berbagi macam

komoditi yang biasa diangkut. Tarif angkutan yang tercantum datam

daftar, berlaku untr-rk waktu yang tidak terbatas sampai dinyatakan tidak

berlaku lagi dan digantikan oleh tarif baru yang lebih tinggi atau lebih

rendah.

Dalam praktek pelayaran niaga internasional, penyelenggaman

tarif angkutan laut itu diurus oleh shipping conference dtrnana semua

aspek pertarifan tersebut diurus melalui perundingan-perundingan

diantara perusahaan-perusahaan pelayaran yang menjadi anggota

conference tersebut.
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c. Mempunyai Syarat-syarat dan Perjanjian Pengangkutan yang Bersifat

. , ",:,
Tetap danBerlakuUmum 

; 
:

Yang dimaksud dengan ketentuan irli adalah b$wa pengangl*rt 1

.,t
carrier yang menyelenggarakan usaha pelayaran tetap itu'i harus

mempunyai peraturan atau syarat-syarat p"rrg*gt rtur tertentu, syarat-

syarat yang mana berlaku bagi siapa saja yang melakukan pengapalan

dengan kapalnya.

Berhubung dengan adanya syarat atau ketentuan-ketentuan ini

perusahaan pelayaran mengambil jalan praktis dengan mencetak

peraturan-peraturan tentang syarat pengangkutan pada lembar

konosemen (B/L) yang dikeluarkannya. Seorang pengirim yang ingin

mengetahui syarat-syarat pengangkutan yang dikehen daki carrier dapat

membaca ketenfuan-ketentuan yang tercetak dalam konosemennya.

Pelayaran Iidak Tetap (Tramp Service)

Bentuk usaha pelayaran no*p merupakan pelayaran bebas, yang

tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan formal apapun. Kapal-kapal yang

diusahakan dalam pelayaran Tramp tidak mempunyai trayek tertentu, jad.i

kapal itu berlayar ke mana saja sepanjang tidak dilarang oleh kekuasaan

negara. Dalam sejarah pelayaran niaga modern kekuatan Tramp temyata

sangat besar sehingga pengusaha-pengusaha pelayaran tetap yang

tergabung dalam conference selalu memperhitungkan persaingan dengan

para trampers dalam jaringan-jaringan pelayaran yang dilayaninya.
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Sedangkan berdasarkan luas daerah operasinya maka usaha

pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).PP no. 17 tahun
l-

1988 terdiri dari:

a. Pelayaran Dalam Negeri

Adatah merupakan kegiatan **; laut antar pelabuhan di

Indonesia yang dilalcukan secara tetap dan teratur dan atau dengan

pelayaran yang tidak tetap atau tidak teratur, dengan menggunakan

semua jenis kapal , i* pelayaran ini termasuk pelayaran rakyat dan

pelayaran perintis.

Dalam pelayaran rakyat daerah operasinya tidak boleh melebihi

radius 200 mil, dan oleh karena itu biasanya penyelenggaraan

pengangkutan hanya dilakukan dengan menggrrnakan kapal-kapal kecil

saja, dengan dayamuat sekitar 2A0 deadweightton.

$gdengkan pelayaran perintis / pelayaran nusantara adalah usaha

pelayaran yang daerah operasinya meliputi seluruh wilayah perairan

Indonesia. Sementara untuk mendapatkan iztn operasional usaha

pelayaran nusantara haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang

disebutkan dal,m Pasal 13 ayat (1) PP No. 17 tahun 1988, yaitu:

1) Dilalflrkan oleh badan hukum Indonesia berbetuk perseroan

Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Negara.

2) Memiliki dan I ataumenguasai kapul laut berbendera Indonesia

3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

I

,,.7
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Menurut Victor Situmorang22, pengarrgkutan laut dalam negeri itu p4{a
,'.,,,'

garis besarnya terdiri dari berbagai macam pelayaran, yaitu: " :
t.

b. Pelayaran Lokal

Yaitu suatu usaha angkutan laut dengan mempergunakan @ulkanA

berbendera Indonesia yang berukiran 100 m3 sampai dengan 500 m3

yang menempuh pelayaran dalam radius pelayaran tidak lebih dari 200

mil laut. Pelayaran lokal ini berfungsi sebagai feeders yang

mengumpulkan hasii-hasil dari pelabuhan kecil, kemudian di nanship

ke kapal samudera unh.rk dikapalkan sebagai barang-barang ekspor,

demikian pula sebaliknya.

c. Pelayaran Rakyat

Yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu layar. Pelayaran

rakyat itu merupakan usaha pelayaran secara tradisional dengan

menggunakan tenaga penggerak dan kadang-kadang pula pada tahap

perkembangannya dilengkapi dengan perahu motor bantu (hulp motor),

sehingga di dalam pelayaran tersebut apabila angin yang menggerakan

layar itu mati (tidak bertiup), maka dipakailah motor bantu itu sebagai

tenaga penggeraknya. Perahu-perahu layar ini melayari pulau-pulau

terpencil yang dihuni oleh penduduk yang tidak terjangkau dengan

kapal-kapal besar, sehingga dengan demikian maka wa\Masan nusantara

dalam pelaksanaannya dapat berwujud secara nyata.

22 Victor Situmorang Sketsa Asas Hukum Laut,(Iakarta: Bumi Aksar4 1978), hal. 11.
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d. Pelayarankhususpenundaanlaut 
,

Yaitu pelayaran khusus penundaan laut itu 
"U"rysuatu 

kegi{tan-

kegiatan antar pelabuhan Indonesia yan! *"rr**gt* barang-baffing

ditarik Lr*un

tunda. Pelayaran ini sesuai dengan keadaan pengangkutan mengeqai

barang muatan yang harganya relatif murah, tidak mudah rusak dan

tidak memerlukan penanganan yang rumit.

Barang muatan yang dapat diangkut dengan menggunakan sistem

pelayaran ini, misalnya ialah: batu kali, batu karang, kayu-kayu balok

dan sebagainya. Pengangkutan dengan tongkang-tongkang ini tidak

cocok untuk mengangkut barang-barang kelontong, karena air laut

dapat dengan mudah masuk ke dalam tongkang tersebut, yang berakibat

barang-barang tersebut mudah rusak.

e. Pelayaran khusus lepas pantai

Yaitu pelayaran sehubungan dengan timbutnya kegiatan-kegiatan

pengeboran minyak lepas pantai, sehingga timbul keperluan angkutan

untnk mengangkut alat-alat dan mesin-mesin pengeboran (drilling rig).

Tongkang-tongkang juga digunakan untuk memasang pipa-pipa dan

kabel-kabel serta instalasi di bawah air. Dalam hal kegiatan off shore

ini, apabila drilling tersebut telah selesai, maka kegiatan-kegiatan

pelayaran lepas pantai ini dapat diaiihkan pada pelayaran khusus

penundaan laut.
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f. Pelayaran khusus yang bertujuan untuk menilnjang kegiatan industri

Dalam hal ini industri-industri besar tertentu seperti 'irA,rSt i./- '
semen, industri pupuk, industri perikahan diperkenankan memil,iki

.l
kapal-kapal untuk keperluan pengangkutan hasil industrinya, sehingga

dengan demikian kehidupan industrinya tidak tergantung pada alat

angkutan umum.

b. Pelayaran Luar Negeri

Adalah *"*prt * pelayaran samudera sebagai kegiatan angkutan

laut ke atau dari luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan

atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan

menggunakan semua jenis kapal. Pada umunnya usaha pelayaran ini

daerah operasinya meliputi daerah perairan internasional. Jadi pelayaran

ini bergerak antara pelabuhan satu negara ke pelabuhan negara lainnya,

dengan membawa barang-barang impor dan ekspor ke dan dari negara

yang bersangkutan. Pelayaran tru. ,r"g"ri pada dasarnya menggunakan

sistem pelayaran tetap dan teratur trntuk menjamin tingkat angkutan

(freight) yang layak dan stabil serta tersedianya ruangan angkutan secara

tetap dan teratur (iner system). Disamping penyelenggaraar:peiayaran luar

negeri dengan liner system dapat pula dilakukan dengan kapal-kapal yang

menyelenggarakan pelayaran tidak tetap, hal ini dimaksudkan unhrk
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mengatasi kebutuhan angkutan pelayarun

oleh kapal-kapal liner systemz3.

luar negeri yang dapat dilayari

, ':

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin operasional usah a pelay4yarr
.,

samudera pada hakekatnya adalah sama dengan usaha pelayaran ,uiod"ru

pada hakekatny a adalahsama dengan usaha pelayararrdalam negeri hanya

saia kapal yang dipergunakan adalah seberat minimal 28.000 m3, dan

harus melaksanakan kebiiak-sanaan umum pemerintah di bidang

penyelenggaftEn luar negeri (Pasal 2T ayat (2) PP no. 2 tahun 1969)

dimana PP tersebut masih berlaku berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal

25 PP No. 17 tahun 1988 Tentang Penyelenggaraarl dan Pengusahaan

Angkutan Laufa.

F. TanggungJawabPengangkut

Kewajiban dari Pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkut dan

menjaga keselamatan barang atau qrang yang diangkut mulai diterimanya dari

pengirim sampai diseralrkannya kepada penerima. Dari kewajiban ini muncui

tanggung jawab pengangkut, yaitu karena kewajiban pengangkut adalah

menjaga keselamatan barang yang diangkutnya maka segala hal yang

mengganggu keselamatan barang itu, yang merugikan pengirim atau

penerima, menjadi tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab ini berarti

pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas

barang yang diangkutnya selama dalam masapengangkutan.

" Elfrida Gultom, Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi
Nas ional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1 0 1.

2a Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, (Jakarta:

Penerbit Binacipta, 197 9), hal. 66.
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Prnsip-prinsip dari Tanggung Jawab Pengangkut adalah: 
i

1. Presumption of Liabitity ' ,'

(Praduga bahwa pengangkut selalu bertanggurig fawab) , ,, 
n,

2. Presumption of non Liability

(Praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab)

3. Absolute Liability atiltStyict Liability

(Prinsip tanggung jawab mutlak)

4- Fault Liability

(Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan)

5. Limitation of Liability

(Prinsip pembatasan tanggung Jawab)

Sistem Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut adalah:

1. Menurut KUHD

a. Presumption of Liability

Pasat 468 ayat(2): "Pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian

yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak

dapat diserahkanny4 atau karena terjadi kerusakan pada barang itu,

kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau

kerusakan tadi disebabkan oleh suatu maiapetaka yang selayaknya tidak

dapat dicegah maupun dihindarkanny4 atau cacat daripada barang itu,

atau olehkesalahan dari si yang mengirimkannya".
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b. Limitation of Liability

1) Pasal 470 ayat (2): "...adalah diperkenankan, jika si pengangkut

memperjanjikan, bahwa ia tidak akan berhnggung j,awab untuk 
l:UiU,

dari suatu jumlah tertentu unhrk rT potong barang ''i*U

diangkutrya, kecuali apabila kepadanya telah diberitahukan tentang

sifat dan harga barang tersebut, sebelum atau pada wakhr barang itu

diterimanya. Adapun jumlah tersebut diatas tidak boleh ditetapkan

kurang daripada "; ratus rupiah".

2) Pasal 474 "Apabila si pengangkut itu adalah orang yang

mengusahakan kapal, maka tanggung jawabnya tentang kerugian

yang ditimbulkan kepada bmang-barang yang diangkut dengan kapal

tersebut, adalah terbatas sampai sejumlah lima puluh rupiah tiap

meter kubik isi bersih kapal tersebuf'-

3) Pasal 541: "Tanggung Jawab dari seorang pengusaha kapal trnhrk

kerugian yang ditimbulkan oleh suatu penubrukan adalah terbatas

sampai suatu julnlah sebesar lima puluh rupiah tiap meter kubik isi

bersih dari kapalnya..."

Braealcable Limit

Pasal 536: 'Apabilatubrukan kapal itu disebabkan oleh kesalahan salah

satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha daripada kapal yang telah

melakukan kesalahan itulah yang menanggung seluruh kerugiannya"
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2.

'' ,a'

Pasal 533 ayat (2): '?engangkut tidak diwajibkan mengganti kerugian

yang diterbitkan pada barang-barang ydng disimgan sendiri gt*h

penumpang, kecuali apabila dibuktikan bahwa si penumpang ini'{elah

berusaha seperlunya guna menyelamatkannya''

Dalam UU No. 21 tahun t99?tentang Pelayaran

- Presumption of Liability

Pasal 86 ayat (2): "fika perusahaan pengangkut dapatmembuktikan

bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf b, c, dan d

bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian

atau seluruh dari tanggung jawabnya".

Dalam The Hague Rules 1924

- Presumption of Non Liability

(ihat Pasal IV ayat (1): Baik pengangkut maupun kapal tidak akan

bertanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang timbul..-dst

kecuali...)

- Limitation of Liability

(Lihat Pasal IV (5): Tanggung jawabnya tidak lebih dari 100

poundsterling/pa ckage atau unit).

- Breakable Limit

(Lihat Pasal IV ayat (5):...kecuali apabila jenis dan nilai barang-barang

tersebut oleh pengirim sebelum pengapalan dan

dicantumkan di dalam konosemen).

a
J.
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4. The Hamburg Rules 1978 
,

Sistem t nggung jawab Pengangkut "Presumption of non Liability;

seperti yang terdapat dal"m The Hague Rul'es 7924, The Visby Rrrles,

lg36,The Brussel Protocol 1968 dan The Hague Visby Rules, terilyata

sangat tidak memuaskan pengguna jasa angkutan laut. Hal ini disebabkan

karena dengan berbagai alasan atas dasar kekebalan-kekebalan yang

dimiliki oleh pengangkut dapat menyebabkan pengangkut menjadi tidak

bertanggung jawab te*aaap barang-barang yang diangkuhya (lihat pasal

IV The Hague Rules).

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka untuk

menanggulanginya dibuatlah *The Hamburg Rules 1978", dimana

Konvensi Intenrasional ini adalah hasil konferensi PBB mengenai

Pengangkutan Barang melalui Laut yang diselenggarakan di Hamburg

pada tanggal 3 - 31 Maret 1978.

Sistem Tanggung Jawab pada The Hamburg Rules 1978 adalah

sebagai berikut:

a. Presumption of Liability

Lihat Pasal 5 ayat (1): Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian

yang diakibatkan oleh hilang atau rusaknya barang-bilffig, maupun

oleh kelambatan dalam penyerahan, apabila peristiwa yang

menyebabkan kerugian, kerusakan atau kelambatan itu terjadi pada saat

barang-barang berada di bawah penguasirumya sebagaimsls

didefinisikan ,lalam Pasal 4, kecuali apabila pengangkut dapat



membuktikan bahwa i4 pegawainya dan agennya telah mengambil
. t,,,r,

semrur langkah-langkah yang secara wajar dapat diharapkan urituk
!-

mencegah peristiwa itu dan akibat-akibattya.

b. Limitation of Liability

(lihat Pasal6)

c. Breakable Limit

(lihat Pasal 6 ayat (4): dengan perjanjian antara pengangkut dengan

pengirim, batas-batas yang ditetapkan dalam paragraf 1 dapat

ditentukan.

Adapun mengenai periode dari tanggung jawab pengangkut, dalam

KUHD disebutkan dalam Pasal 468 ayat (1), yang isinya: "Perjanjian

pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselarnatan barang

yang diangkutrya sejak saat penerimaannya sampai saat

penyerahannya".

Menurut The Hague Rules periode tanggung jawab pengangkut itu

terdapat dalam article I ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

'Carriage of the goods coyers the periodfrom the time when the goods
are loaded on to the time they are discharged from the ship; when the
goods are loaded onto the time when they are discharged from the
ship".

Dengan demikian maka tanggung jawab pengangkut itu berakhir sejak

barang dibongkar diserahkan dekat kapal ("delivery of goods alongside the

ships"). Jadi berdasarkan The Hague Rules 1924 peiode dari tanggung jawab

pengangkut itu adatah "fro* tackle to tackle", atatt yang lebih jelas lagi

adalah sejak barang-barang muatan itu dikaitkan pada tackle/sling (tali derek)

I
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di pelabrrhan pemuatan, selama lsdangsungrla pelayaran dari pelabuhan
, . .,...,

pembongkaran pada saat barang-barang menyentuh permukaan, derrnaga atau
'/-

perahn, dan kait padaslingtersebut dilepas.

Pasa1 468 KUHD bahwa pengangkut bertang[ung

jawab atas barang yang diangkutnya sejak U**g diterima olehnya sampai

barang tersebut diserahkan kepada si penerima. Ketentuan ini merupakan

dasar dari tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan ketentuan tersebut

pengangkut wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi dalam hal

barang yang diangkutrya tersebut hilang atau rusalt''- Dengan adanya Pasal

468 KUHD mengenai luas tanggung jawab pengangkut tersebut terdapat dua

macam praktek atau kebiasaan dalam pengangkutan barang melalui !au(6,

yaitu:

I. From tackle to tacHe, artinya tanggung jawab pengangkutan berawal sejak

barang muatan dilepas dari lambung kapal pelabuhan muat berakhir

hing ga pelabuhan tuj uan.

2. From warehouse to warehouse, artinya tanggung jawab pengangkut

diawali sejak barang masuk gudang shipping company di pelabuhan muat

hingga gudang shWW comparry di pelabuhan tujuan dan barang

diserahkan kepada pemilik/pengirim.

6 M. Husseyn lJmar, Huleuru Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia,

{Iakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal 44.
26 Soegijatna Tjatcranegarq Huhtm Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta:

Rineka Cipta 1995), hal. 165,
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Dalam The Hamburg Rules 1978 mengenai periode tanggung j"yh

pengangkut dirumuskan lebih terperinci. Hal ini kita dapat jumpai pada articl6'
i- i

4 (period of responsibility),yarht article 4 ayat (1) yang meyebutkan bahw,a:,u..,

"The responsibittitlt qf the carrier -ibr the soods under rrus rurcs ,, ,n, o!,'".,--
during which the carrier is in charge of the goods at the port of loading,
during the cariage and at the port of discharge"-

Jadi menurut pasal ini tanggung jawab pengangkut adalah pada saat

barang itu berada di bawah kekuasaannya yaitu di pelabuhan

pemberangkatan, selama berlangsungnya pengangkutan sampai di pelabuhan

pembongkaran, atau dapat ditafsirkan bahwa tanggung jawab pengangkr.rt

adalah pada saat barang ada dalam penguasaan pengangkut sampai pada saat

barang-barang tersebut diserahkan kepada consignee. Adapun yang dimaksud

dengan consignee tersebut adalah mereka yang mempunyai hak atas

penyerahan barang-bararrg ("consignee means any person entitled to take

delivery of the goods").

Selanjutnya article 4 ayat Q) dari The Hamburg Rules 1978

menetapkan tentang sejak kapan barang berada di dalam peguasarul

pengangkut sehubungan dengan article (1) tersebut, yaitu:

1. Sejak barang diserahkan kepadanya oleh:

a. Pengirim atau orang lain yang bertindak atas namanya

b. Seseorang yang dikuasakan atau pihak ketiga yang terhadapnya hukum

atau aturan diberlakukan di pelabuhan dimana barang harus diserahkan

untuk diangkut.
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2. Sampai barang diserahkan:

a. Kepada consignee(penerima) "'''"i
i1

b. Dalam hal dimana consignee tidak meneriina barang,dari pengan+a&:,

maka sebagai ganti dalam hubungannya dengan perjanjian t'atzrt

berdasarkan atas hukum atau atas auru, kebiasaan dalam dunia

perdagangan yang berlaku di tempat pelabuhan barang-barang tersebut

dibongkar atau

c. Penyerahan barang-barang kepada yang dikuasakan atau kepada pihak

ketiga berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku di tempat

pelabuhan pembongkaran.

Mengenai kewajiban-kewajiban dari pengangkut The Hague Rules

1924 juga memuahya dalom article 3 yaitu pada sebelum dan pada awal

pelayaran sebagai berikut:

1. Kapal harus layak.laut (sea worthy),

2. Kapat harus diawaki, diperlengkapi dan diberi persediaan sebagaimana

layaknya

3. Membuat palkq kamar-kamar pendingin dan semua bagian lain dali kapal

dimana barang-barang akan diangkug siap dan aman untuk menerima,

mengangkut dan mengawasi barang-barang tersebut. "'

Menurut FDC. Sudjatuiko sebuah kapal dianggap laik laut

(seaworthy) apabilti;

,, FDC. Sudjatuiko, Sewa Menyewa Kapol (Ship Chartering), (Jakarta: YP Satya

Widia, 1991), hal. 55.
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1. Dapat berlayar di laut selalu dalam keadaan aman, yaitu berangkat"dffi

satu pelabuhan dan tiba di pelabuhan tujuannya dalam keadaan selainat;.j
.!-

2. Kapal diawaki secara cukup dan lengkap sesirai dengan perizinanny? aW

sesuai dengan penempan dari Biro Klasifftasi yang *"o!{u* i

pembangunan kapal yang bersangkutan; ruangan-ruangan muatan kapal

sela1u siap unhrk dimuati apapun (sepanjang muatan tersebut boleh dimuat

di ruang itu), alat-alat bongkar muat dalam keadaan baik dan siap

melakukan pekerjaan.

Selaqiufirya The Hague Rules 1924 ndak mengatur secara tegas

tanggrrng jawab pengangkut, sebaliknya dengan tegas dikemukakan hat-hal

dimana pengangkut bebas dari t4nggung jawab- Hal ini dapat kita temui

dalam article 4 yeirLg menyatakan bahwa pengangkut dapat dibebaskan dari

kewajiban dan tanggung jawab setelah dapat membuktikan bahwa

pengangkut telah melalrukan usaha-usaha yang sewajamya unhrk

menghindari rusak dan hilangnya barang-

The Hamburg Rules 1978 dalam hubungannya dengan tanggung jawab

penganghrt itu menetapkan dengan tegas bahwa pengangkut bertanggung

jawab atas akibat daripada trilang dan rusaknya barang, bahkan diperluas iagi

dengan tanggung jawab atas kelambatan penyerahan barang-barang tersebut

ada di dalarn penguixaan penganglart ("the carrier is liable for loss resulting

from loss or damage to the goods, as well as from delay in delivery, f the

occurrence which cause the loss, damage of delay took place while the goods

were in his charge").



Dalam Article II The Hague Rules, dinyatakan bahwa pengangkut
. 

,:,
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap mltan yang, diahlkut

dengan kapalny4 dalam hal: pemuatan, penairgatar (handling), pempfu.arr

(stowage), pengangkutan (carriage), penjagaan (custody), r"*"iL*u*
(care)serta pembongkaran barang muatan kapal,yang diserahkan kepadanya

untuk diangkut.

Di pihak lain pengangkut mempunyai kebebasan serta halg kekebalan

(immunities), yang memberi perlindungan kepada pengangkut terhadap

tuntutan ganti rugi atas kerusakan/kerugian pada muatan, bila kerusakan atau

kerugian itu telah terjadi bukan karena kesalahan pengangkut. pokok-pokok

ketentuan yang membatasi tanggung jawab dari pengangkut memrrut The

Hague Rules L924 adalah

l. Due Dilligence Clsuse

Pengangkut terbebas dari kewajiban dan tanggung jawab atas

kerugian dari barang yang diangkutnya apabila ia (pengangkut) dapat

membuktikan bahwa ia telah benar-benm melalrukan ,,due diligence,,,

yaitu usaha-usaha untuk membuat kapalnya layak laut dan siap unhrk

mengangkut muatan; di samping itu kapal pun harus diawaki secukupnya,

membawa bahan keperluan kapal secukupnya untuk menempuh pelayaran

yang direncanakan dan untuk keperluan penyelenggarzurn muatan maka

semua palkq kamar pendingin dan lain-lain harus berada dalam keadaan

siap untuk menerima muatan, memadatinya dengan baik dan

mengangkufirya sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat.



Ketentuan The Hague Rules yang mengatur masalah itu terdlnat

.:
dalam Article III (ayat 1) yang berbunyi: 

i 
' :'

"Sebelum dan pada saat dimuluinyu pelayaran,kapal, pengapgkut

terikat untuk menyelenggarakan dengan sewajarnya usaha-usahan r*rf
perlu unhrk:

a. Membuat kapalnya layak laut,

b. Mengawaki, melengkapi dan memberikan bekal kapal secukupny4

c. Membuat palkq ruang beku dan ruang dingm dan semua bagian kapal

lainnya rlimana muatan diangkut, cocok dan aman bagi penempatan,

pengangkutan dan pemeliharaan muatan tersebut".

Kalau selama pelayaran terjadi suatu kerugian atau kerusakan pada

muatan, atau terjadi bencana pada kapal secara keseluruhan, pertama-tarna

akan rlinilai apakah pengangkut sudah berusaha secara wajar untuk

memenuhi kewajibannya itu. Kalau terbukti bahwa pengangkut lalai dalam

memenuhi kewajibannya itq pengangkut bertanggung jawab penuh atas

semua kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat kelalaian

tersebut. Tetapi sebaliknya kalau terbukti bahwa pengangkut sudah

berusaha sewajarnya, pengangkut dapat membebaskan diri dari tuntutan

ganti rugi yang mungkin diajukan kepadanya.

2. Prima Facie Evidence

' 
Pengangkut akan sanggup untuk mengangkut sejumlah muatan atas

dasar penglihatanlkeadaan barang yang tampak dari 1uar. Hal tersebut

arfiara lain memberi pengertian bahwa kalau sebuah peti keadaannya baik
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J.

tetapi pada waktu dibuka kedapatan isinya rusak atau kurang, rnaka
' '-a'

pengangkut dapat menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh perrrilik

muatan tersebut kepadanya. Sebagai arguinentasi bagi penolakan ;,itu

dinyatakan bahwa pengangkut menerima barle dalam keadaan Aulr- - in

sound condition - dan barang yang silma diserahkan kepada consignee

juga dalam keadaan yang bailq sama seperti keadaannya pada wakhr

diteitma dali shipper. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka bila ternyata

setelah peti dibuka irioyu rusak atau hilang, maka kerusakan atau

kehilangan itu harus dianggap telah terjadi sebelum pengapalarg kecuali

kalau temyata kemudian, bahwa sebenarnya peti telah dibuka oleh penctrri

yang telah mencuri isinya dan kemudian menutupnya kembali dengan

sempuma.

Negligence Clause

Tanggung jawab pengangkut dibatasi yaitu tidak meliputi atau

termasuk kerugian atau kerusut*o y*g terjadi karena ketidakwaspadaan

dan kelalaian nahkod4 anak buah kapal atau orang lain yang bekerja

dalam dinas pengangkut dalam hal navigasi atau manajemen. Menurut

ketentuan ini, kerugianlkerusakan yang terjadi karena kesalahan navigasi

atau manajemen kapul, semata-mata merupakan tanggung jawab nahkoda

atau orang-orang lar& yang bekerja di kapal sesuai dengan profesinya

masing-masing. Rasionya adalah bahwa nahkoda dan orang lain itu

menjalankan pekerjaan yang memang menjadi keahliannya dan mereka

mempunyai sertifikat yang menyatakan kecakapar dan wewenang masing-



masing untuk menjalankan pekerjaan itu dengan bebas tanpa ikat4n

perintah oleh siapapun, termasuk oleh pemilik kapal yang bersangkutan
!-

yang telah memperkerjakan mereka dalam jabatau dan keahlian merska

masing-masing.

4. Deviation Clause

Pengangkut tidak diharuskan untuk berlayar di jalur yang biasa

dilayari atau sudah umum dilayari tetapi juga tidak boleh seenaknya

melalokan penyimpangan yang dapat merugikan pemilik barang.

Penyimpangan ini sudah barang tentu dapat menimbulkan akibat-akibat

yang merugikan, khususnya bagi pemilik muatan kapal yang dengan

adanya penyimpangan ini barangnya menjadi terlarnbat tiba di pelabuhan

tujuan dan mungkin juga mengarami kerusakan karena kering atau busuk.

Untuk dapa/. menetapkan kepada siapakah akibat-akibat dari

penyimpangan mah kapal itu harus dibebankan, The Hague Rules telah

menegaskan penyimpangan manakah yang dinyatakan sah Qanfut) dan

penyimpangan mana yang dianggap tidak sah sehingga segala akibatnya

menjadi tanggrrng jawab dari pengangkut. Suatu penyimpangan arah

pelayaran kapal dinyatakan sah (sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dicantumkan dalam syarat BiL), kalau penyimpangan tersebut dilakukan

dalam rangka usaha untuk:

- Menyelamatkan/berusaha unhrk menyelamatkan jiwa dan harta benda

di laut
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- Menjaga kepentingan pengangkut dan pemilik bar1s, misalnya

unhrk menghindari badai. ' ":

i
Menurut ketentuan The Hague Rules, segala regiko.dan kerusakan

yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan arah pelayaran r"n# r*,
diterangkan di atas, berada di luar tanggung jawab pengangkut.

Pengangkut atau kapal tidak dapat dituntut unhrk mengganti kerugian yang

terjadi sebagai akibat dari dilalcukannya penyimpangan arah secara sah

(lawful deviation). ralau penyimpangan arah dilalcukan misalnya dengan

tujrran mengambil muatan di pelabuhan yang tidak dilindungi oleh

Deviation clause, penganglnrt atau kapal bertanggung jawab penuh atas

semua akibat dari penyimpzngan itu, kalau menimbulkan kerusakan atau

kerugian padamuatan

5. Un-acquaintance Clause

Pengangkut menyatakan bahwa ia menerima barang unhrk

dikapalkan dalam bungkusan dan tidak menghitung isi atau jtrmlah barang

yang terdapat dalam kemasan yang dikapalkan biasanya dinyatakan dalam

Bill of Lading misalnya: "said to contain-.. " atau "said to weight.-."-

6. Paramount Clause

Ini adalah ketentuan tentang syarat tanggung jawab tertinggi

(maksimtrm) yang dapat dipikul oleh pengangkut. Ketentuan ini dibuat

untuk memberikan batas yang pasti, sampai seberapa besar maksimum

pengangkut harus mengganti kerugian, bila muatan yang diangkutnya
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mengalami kerugian atau kerusakan yang menjadi tanggung jawab

pengangkut 
; _ "i

Menurut The Hague Rules, tanggrrug jawab tertinggi yang,dapat

to *rutil. bita

muatan tidak diberitahukan sifat, nilai atau harganya kepada pengangkut

sebelum pengapalan. selanjutrya oleh rhe Hague Rules ditetapkan bahwa

baik pengangkut maupun kapal tidak bertanggung jawab atas kerugian

atau kerusakan yang terjadi karena atau disebabkan oleh:

a. Kebakaran, kecuali kalau kebakaran itu terjadi karena kesalahan

pengangkut, atatt kalau kesalahan itu terjadi dan pengangkut

mengetahuinya tetapi merahasiakan itu.

b. Bahaya / bencana dan malapetaka laut atau perairan pelayaran

lainnya (perils, dangers and accidents of the seru or other navigable

waters).

c. Kejadian lain yang berada di luar kekuasan manusia untuk

mengatasinya (Act of God)

d. Tindakanpeperangan

e. Tindakan permusuhan dari rakyat setempat

f. Penahanan oleh raJ4 pemerintah atau orang-orang (rakyat), atau

penyi' a^n karena tuntutan hukum

g. Pembatasan karantina

h. Tindakan atau kealpaan pengirim atau pengirim barang, agennya atau

wakilnya.
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i. Pemogokan dan tindakan-tindakan lain yang menyerupai pemogoka4..

j. Kerusuhan atau pemberontakan

k. Kerugian karena susut isi atau susut'berat barang, atau ke;ugfan

lainnya kerusakan sebagai akibat dai 
,cacal 

menunumya i*ro,

atau kerusal<an karena sifat barangnya itu sendiri.

1- Pembungkus yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat

sebagai suatu seaworthy package.

m. Merk yang tidak jelas atau tidak baik cahya - yang dipergunakan untuk

membuat shWW mork -sehingga tidak dapat dibaca.

n- cacat yang tersembunyi, yang tidak dapat diketahui dengan

pengamatan yang sewaj arnya.

o. setiap sebab lainnya yang terjadi di luar kesalahan atau diluar

pengetahuan pengangkut, kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa

kesalahan atau kelalaian pengangkut turut membantu mengakibatkan

kerugian atau kerusakan itu.

Sedangkan dalam uu No. 2l tahun 1992 tentang pelayaran,

Tanggung Jawab Pengangkut tersebut terdapat daram pasal g6, yang

bunyinya adalah:

1- Perusahaan pengangkutan di perairan bertanggung jawab akibat yang

ditimbulkan oleh pengoperasian kapal berupa:

a. Kematian atau lukanyapenumpang yang diangkut;

b. Musnafu hilang atau rusaknya barang yang diangkut;

c. Keterlambatan angkutan penumpang dan 413s barang yang diangkut;



d. Kerugian pihak ketiga. -1,.

' .' ,. 
..; 

,.,, 
:

2. Ika perusahasn pengangkutan dapat membuktikan.bahwa kerrr$an
l-

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hufuf b dan: b+r" diseb,abkaa

oleh kesalahannya maka ia dapat dibebaskan dari sebagi# atau

seluruhnya dari t nggrrng jawao-.

Khusus mengenai pengangkutan barang-barang berdasarkan

peqjelasan uu No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran ini bahwa tanggung

jawab itu adalah sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan untuk hat ini dapat dilihat dari

konosemen karena konosemen ini adalah merupakan tanda bukti dari

adanya suatu perjanjiar pengangkutan, yang didalamnya diantaranya

mengatur masalah tanggung jawab beserta ganti ruginya dan hukum mana

yang dipakai atau berlaku.

Sedangkan mengenai pembatasan tanggung jawab dari pengangkut,

pada prinsipnya pengangkut tidak diperbolehkan untuk membatasi tanggung

jawabnya atas kerugian yang diebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya. Hal

ini terlihat dari Pasal 470 KUHD pada alinea pertama yarg menyatakan

bahwa dalam suatu perja4jian tidak dibenarkan untuk mengadakan perjanjian

untuk atau menghapuskan pertanggung jawaban rlan semua

perjaqiian se+ecam ini adatah hut l

Tetapi pada ayat (2) dan ayat (3) pasar 470 KUHD, memberikan

keringanan pada pengangkut sebagi berikut:
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Ayat (2): pengangkut tidak bertanggung jawab atau lebih dari suatu jry.tt
'., ,",..,.

tertentu unhrk setiap barang yang diangkutlya kecuali afrdira
.!1

kepadanya diberitahukan tentang sifat dan harga barang terseb,utt,-;,

Ayat (3): pengangkut dapat memperjanjikan, bahwa ia tidak ** ai*riibkan

memberikan suatu kerugianpun apabila sifat dan harga barang

tersebut dengan sengaja diberitahukan kepadanya secara keliru.
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BAB III

GAMBARA T UMUM PT. PELNI
.l

i
n'-'

Gambaran Umum PT. PELI\Ir

Sebagai negara kepulauan dengan luas sekitar 5,2 jutakilometer persegi

dengan wilayah laut dua kali lebih luas dari daratannya, maka sewajarnyalah

Indonesia menempatkan posisi perhubungan laut dalam kedudukan yang

sangat penting. Kqndisi geografis negara memang sangat mendukung peran

perhubungan laut. Tugasnya bukan lagi hanya sekedar menyalurkan barang-

barang kebutuhan pokok atau menyediakan fasilitas angkutan penduduk yang

ingin berpergran dari satu tempat ke tempat lainny4 tetapi harus mampu

mer$adi tali pengikat yang menyatukan seluruh wilayah nusantara'o.

Tugas inilah yang diemban pr. PELNI sebagai salah satu perusahaan

r:egara yang diberi kepercayaan oleh pemerintah wtuk menangani angkutan

di Indonesia.

1. Sejarah PT. PELNf'

Sejarah berdirinya PT PELNI bermula dari dikeluarkannya surat

Keputusan Bersama (sKB) antara Menteri perhubungan dan Menteri

Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan

sebuah yayasan berrarna Yayasan penguasaan pusat Kapal-kapat yang

disingkat Yayasan Perpuska.

'8 Humas PT PELNI, sekilas sejarah pr pELNI,(Jakart4 9 April zooT),har.z
au* -.-
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Later belakang berdirinya Yayasan Perpuska diawali dan perrolakan

pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia yang,..ingin mengrtbah

status maskapai pelayaran Belanda yang atla di Indonesia, N.V. F.AU
,'t

(Koninklijtre Pakenaart Maatschaapn) *""Jy Perseroan ferbat* gf;.

Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam

menjalankan operasi pelayarannya di perairan lrdonesia menggunakan

bendera Merah Putih, bendera bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda

dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh Indonesia.

Dengan modal awal delapan unit kapat dengan total tonnage 4.800

DWT (dead weight ron), Perpuska berlayar dengan annada KpM yang

telah berpengalaman lebih dari lima puluh tahun. Persaingan terlihat tidak

seimbrng saat ihg kmena anrnada KPM 5slain telah berpengalaman juga

mempunyai a:mada jauh lebih banyak sertia memiliki kontrak-kontrak

monopoli.

Yayasan Perpuska athirnya dibubarkan pada tanggal 28 April lg52

dan gantinya didirikan PT. PELNI dengan Presiden Direktur pertama R.

Ma'moen soemadipradja (1952-1955). Delapan unit kapal milik yayasan

Perpuska diserahkan kepada PT. PELNI dan dijadikan sebagai modal

awal. Dianggap tidak mencukupi maka Bank Ekspor Impor menyediakan

dana untuk pembelian kapal sebagai tambahan dan dari dana tersebut

dipesan 45 coaster dari Eropa Barat terdiri dari tipe p, tipe E, tipe L, trp"

N dan tipe I sebagai alaonim dari PELNI.

10



Sebelum kapal tiba, timbul masalah baru yang dihadapi PT. PELNI

, "i.
dimana akibat adanya konfrontasi politik antara pemerintah Indonesiii'dan

Pemerintah Belanda dalam masalah pembebasan dan pengembalian, hi4p
,,v

Barat sehingga banyak perusahaan asine vang,diambil atih oleh burirlurya.

Demikian juga N.V. KPM diambil alih tanggal 3 Desember 1957, dimana

menimbulkan masalah baru bagi PT- PELNI, sebab diharuskannya oleh

pemerintah untuk menampulg semua tenaga kerja yang ditinggalkan

KPM, sementara KPIW tidak meninggalkan satu kapalpun. pada tahun

196l pemerintah menetapkan perubahan status pr. PELNI dari

Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (pN) dan status

dimaksud tercantum dalam Lembaga Negara R[.

Perubahan stafus dari Perusahaan Negara @N) mer$adi perseroan

Terbatas (PT) PELNI terjadi pada tahun 1975 sesuai dengan akte pendirian

No. 31 tanggal 30 oktober 1975. Perubahan tersebut tercantum dalam

Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60

tanggal 27 h:rni l9T6hingga sekmang.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero) disingkat PELNI

merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak di bidang jasa

pelayanan transportasi laut memiliki beberapa bidang usaha yang terdiri

atas: jasa foansportasi laut untuk angkutan barang dan pemrmpang,

keagenan kapat dan perbengkelan, rumah sakit dan y,ir*u. Untuk

mendukung usaha pokokny4 PELNI secara konsisten terus membangun

armadanya. sampai saat ini PELNI telah melayani 90 dari 111 pelabuhan
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laut, dengan pelayananjasa pada 1300 ruas hubungan yang tersebarpada
' .- l-.)'

24 propinsi yang memiliki penyebaran penduduk yang terbesar. Unrirk
.!-

usaha tersebut, saat ini PELNI mengoperaskan26.trnit kapal penumpaeg,

serta 4 unit kapal RoRo.
,.1

Perkembangan dunia usaha jasa angkutan laut melalui kegiatan

pelayaran dari masa ke masa baik secara regional ataupun global

dipastikan semakin kompetitif. Perubahan yang terus menerus dalam

kegiatan usaha **ffiu** aktualisasi organisasi sebagai perwujudan

dari visi dan pencapaian misi perusahaan. PT. PELNI meruapakan salah

safu diantma sekian banyak perusahaan perseroan milik negam yang

berada dibawah lingkungan Departemen Perhubungan dan Departemen

Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN.

PT PELNI didirikan pada tanggal 28 April 1952 dengan Surat

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M.211/l tanggal 28 Februari 1952

dan Surat Keputusan Nomor l.Ztttt tanggal 19 April 1952. Derrgan

adanya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 19 tahun

1960 mengenai Perusahaan milik Negara, maka terjadilah perubahan

bentuk dari bentuk pelssahaan Terbatas (PT) menjadi perusahaan Negara

(PN) yang tunduk pada Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang

No. 19 tahun 1960. selanjutrya PT PELNI mengalami perubahan bentuk

hukum kembali dari PN menjadi PT (persero). perubahan bentuk ini

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 dan peraturan

PemerintahNo. 9 tahun 1973. Perubahan menjadi Persero ini dilaksanakan



pada tanggal 30 Oktober 1975 dengan Akte Notaris Soeleman

. . ,'. ...,
Ardjasasmita, SH nomor 31 di Jakarta. Dengan demikian sejak tariggal;3O

Oktober 1975: sampai sekarang ini perusdhaan PT ,PELNI berbgn&rh

perseroan, dengan nama PT Pelayaran Nasional Indonesia aisiogtl ff

PELNI dan Akte Perubahan No.' 22 tanggal4 Maret 1998 tentang

Anggaran Dasm PT PELNI yang diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 nomor 31 Tambahan Berita

Negaranomor 2203."

2. Bidang Usaha Perusahaan

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan tuntutan perubahan

ekonomi gelombang ketiga dari ekonomi induski ke ekonomi informasi,

PT PELNI ingin menjadi perusahaan kelas dunia melalui peningkatan daya

saing dan daya kembang perusahaan yakni produk kelas duni4 citra kelas

duniq manajemen kelas duniq dan kinerja kelas dunia. Disinilah

pentingnya peran penilaian prestasi kerja pegawai untuk menciptakan

pegawai profesional di bidangnya sehingga kinerja kelas dunia d.apat

dicapai.

Jasa transportasi laut menjadi altematif primadona sejak krisis

moneter melanda Indonesia sekitar bulan Juti lgg7. Diperkirakan

permintaan jasa transportasi laut akan mengalami peningkatan di masa

mendatang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi

perkembangan transportasi laut, antara lain, meningkatrya perdagangan

'o htp://www.pelni.co.idlhome/isp
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dunia secara menyeluruh, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi -bqqu,

berkembangnya teknologi bongkar muat yang lebih .baih dan rnoda
t-

transportasi yang masih dapat terjangkau oleh masyarakat, Iu4s

dibandingkan transportasi udara.
,,1

Suahl badan usaha di era persaingan bisnis yang semakin tajam

dewasa ini, kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh

kemampuan perusahaan dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan

usahq sehingga daiat tetap memenuhi tingkat pelayanan yang

memberikan nilai tambah maksimal bagi pihak yang berkepentingan

(stakeholder oriented), maka ketajaman manajemen perusahaan dalam

memahami arah pergeseran tuntutan lingkungan usahanya mutlak

dibutuhkan.

Situasi persaingan abad ke 2l dafl kesungguhan pencapaian visi dan

misi menurtut PT PELNI untuk dapat berinovasi dengan menawarkan jasa

yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan sekaligus dapat meningkatkan

dalrm mamanfaatkan sumber daya yang ada. persoalan yang

dihadapi juga dibatasi oleh banyak hal (Multi Criteria) diantaranya adalah

jumlah permintaan setiap ruas pelayaran,biayaoperasi kapal, kapan waktu

tempuh dan waktu operasi kapal.

PT PELNI salah satu diantara sekian banyak perusahaan perseroan

milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi laut, maka telah

menghasilkan berbagai jenis jasa angkutan laut kepada masyarakat, yang

meliputi:



a. Usaha Pokok

1) Kapal Pemrmpang

2) Kapal Barang

3) Kapal Perintis

b. Usaha Penunjang

Kegiatan usaha penunjang yang terdiri dari usaha angkutan Bandar,

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), keagenan, perbengkelan dan

penambahan *ut u iu* dalam bentuk pembangunan cold storage

dan container yard secara keseluruhan upaya pemasamnnya

dimaksudkan unfirk dapat menunjang peningkatan produksi usaha

pokok.

Usaha Sampingan

l) Rumah Sakit PELNI Petamburan, yang bergerak di bidang

pelayanan kesehatan karyawan dan keluargany4 juga untuk

kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

2) Wisma Bahtera Cipayung, yang bergerak di bidang penyewaan

fasihtas wisma yang bagi umum juga unhrk kesejahteraan pegawai

beserta keluarga.

3) PT Sarana Bandar Nasional (sBN) bergerak di bidang bongkar

muat dan ekspedisi muatan kapal laut.

4) PT PIDC, bergerak di bidang freightforwqrder.
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3. Struktur Organisasi Perusahaan

PT PELNI mempunyai stnrlrhr organisasi tersendiri disesua,i(an

dengan kebuhrhan atau kepentingan dari kondisi perusahaan, sehin&ga

*gg*g''tu*ub

pssing-masing bagran atau posisi kedudukan. PT PELNI saat ini memiliki

stuktur organisasi yang menunjukan adanya pembagian fugas, wewenang

dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan atau unit kerja di dalam

lingkungan perusahaan. Adapun organisasi pr pelayaran Nasional

lndonesia (Persero) sebagai Badan usaha Milik Negara (BUI\4I{) di bawah

koordinasi Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dengan

bimbingan teknis di bawah Departemen Perhubungan, memiliki strrktur

organisasi sebagai berikut:

Direktur utama membawahi 4 (empat) orang Direktur terdiri dari

Direktur Armada Direktur usaha, Direktur Keuangan dan Direktur

Personalia dan Umum. Kebijaksanam dari Dewan Direksi diawasi oleh

Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang presiden Komisaris dibantu oleh

3 (tiga) orang Komisaris, merupakan wakil dari pemilik perusahaan.

Dewan Direksi dibantu oleh satuan pengawas Intem (spl), Design

Persons Ashore (DPA) dan biro-biro yang terdiri dari atas: Biro

Perencanaan, Penelitian dan Pengembffigsrr, Biro pusat pengadaan, Biro

Direksi dan Biro Hukum, Asuransi dan Klaim.
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a. Direktorat Armada
.I ,

Direktorat Armada membawahi 2 (dua) Divisi Aa1 unit Sirv,e/or,

yang terdiri atas : Divisi Nautika, Divisi P2 dan Divisi Tekni\ serta

.i

b. Direktorat Usaha

Direktorat Usaha membawahi 3 (tiga) Divisi yang terdiri atas:

Divisi Kapal Penumpang, Divisi Kapal Barang dan Divisi Keagenan.

c. Direktorat Keuangar

Direktorat Keuangan membawahi 2 (dua) Divisi yang terdiri atas:

Divisi Keuangan dan Divisi Akuntansi

d. Direktorat Personalia dan Umum

Direktorat Personalia dan Umum membawahi 2 (dua) divisi

terdiri atas Divisi Administrasi Kepegawaian dan Divisi pembinaan

Sumber Daya Manusia.

Saat ini, stnrktur organisasi perusahaan PT pelayaran Nasional

Indonesia (Persero) yang dipakai menggunakan stnrktur garis dan staf.

Dari strukhu organisasi tersebut dapat dilihat, bahwa birokrasi yang

tercipta dalam pengambilan keputusan cukup panjang sehingga menjadi

kendala dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dalam rangka menyongsong abad ke 2l dan era globarisasi, pr

PELNI akan mengadakan perubahan manajemen, khususnya mengenai

stulrtur organisasi dan pembagran kerja pegawai, selanjutnya stnrlrtur

organisasi yang digunakan adalah berbentuk spiral (spiral organization



structure), dengan memperkecil jurnlah jabatan strrktural -4qn

memperbanyak jabatan firngsional. Hal tersebut mau. tak mau ,a:ii;
i- i

diIalflftan datam menghadapi persaingan bebas dalam dunia bisnis pada

';era globalisasi. Tanpa usaha tersebut, PT PELNI tidak akan dapat bersaing

dengan perusahaan sejenis baik dalam negeri maupun manca negara, dapat

disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan PT PELNI menggunakan

bentuk organisasi fungsional dan staf.

4. Dewan Komisaris

Kewajiban dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris

Soeleman Adjasamita SH Nomor 31 tanggal 30 oktober 1975 dan

Tambahan Berita Negara R[ Nomor 60 tanggal z7 ]itlili 1976 tentang

pendirian Perseroan Terbatas PT. PELNI. sementara pelaksanaan tugas

dan wewenang Dewan Komisaris, serta tanggung jawab ada pada Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).

5. Direksi

Kewajiban, tug&s dan wewenang direksi dalam menjalankan

perusahaan harus tunduk dan patuh kepada anggaran dasar perusahaan

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris soeleman Ardjasasmita SH

nomor 31 tanggal 30 oktober 1975 dan Tambahan Berita Negara RI

nomor 60 tanggal Zl iati 1976.

6. Data-data Perusahaan

a. Jumlah kapal yang dioperasikan 23 kapal pemrmpang, 4 kapal

penumpang RoRo dan22 kapal serba guna.



b. Kapasitas angkut perurmpang 34.377 orang, kapasitas angkut barang
1.

42.89lton dan 649 unit kendaraan roda 4 serta l4Tkendaraan.oau A,il-
i- I

Junlah pelabuhan yang disinggahi 96 pelabuhan... n--.,
,1 '

Ruas hayek 1300 ruas di sehnuh Indonesia dan Singapura. I

e. Karyawan berjumlah 6222 orans yarLg bertugas di kantor ptrsat,

kapal, kantor cabang, sub cabang dan kantor perwakilan Singapura serta

anak perusahaan/usaha sampingan.

f. Jumlah penumpang yang diangkut 8.662.037 orang

g. Junlah barang yang diangkut 878.639 ton/m3

7. Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan

sebagai perusahan negara yang menempati posisi strategis pada awal

pendirianny4 PT PELNI mengemban 4 (empat) misi pokok yang harus

dijalankan, yaitu:

a PT PELNI menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk menjaiankan

angkutan laut antar pulau secara tetap dan teratur.

b. PT PELNI menjaga keutuhan wawasan nusantara sebagai suatu

wawasan yang memandang rakyat, bangs4 negara dan wilayahnya

sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam aspek

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertanahan keamanan

nasional.

c. PT PELNI mendukung pemerataan pembangunan serta hasil-hasil

pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk perayaran Tetap dan

Teratur atau RLS (Reguler Liner service) dan perayaran perintis.

c.

d.



d. PT PELNI sebagai Government Agency atau agen pemerintah yang

bertugas sebagai stabilisator dalam pelaksanaan kebijakan pemerinfih
!_

di bidang anglnrtan laut nasional. ' 
,,

'rl
Dalam pioses perjalanan yang panjang akhirnya Visi, MiSi

Budaya perusahaan berubah menjadi sebagai berikuCl :

a. Visi:

Meqiadi perusahaan pelayaran yang tangguh dan memiliki jaringan

nasional yang optinral.

b. Misi:

1) Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna

menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menuqiang tervrujudnya

wawasan nusantara

2) Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negar4 karyawan serta

berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada

masyarakat.

3) Menerapkan prinsip-prin sip Good Corporate Governance (GCG)

c. Nilai Budaya Perusahaan:

Nilai-nilai atau falsafah yang sangat dihargai, diutamakan dan

dijuqiung tinggr serta dipakai sebagai petunjuk prinsip berperilaku

dalam berbisnis dan tercemrin dalam perwujudan tiga prima:

(- 
.

dan

31 PT. PELNI, "sejarah pT ZELNI, (on-Line),
(27 Februari 2008).
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1) Prima Layanan:\ '. 
-ritr,: ,/i

Insan PELNI wajib memberikan layanan prima kepada s6itiap
i. :

penggunajasa.

2) Prima Sikap:

Insan PT PELNI menjunjung tinggi nitai-nilai keunggulan dalam

segala hal yang diperbuat.

3) Prima Kreativitas

Insan PELNI menghargai kreativitas dan inovasi dalam

bekerja dan mengembangkan Usaha

8. Peran serta PELNr sebagai Badan usaha Milik Negara dalam

Mewujudkan Ketahanan Bangsa dan Negara

Dalam sejarah"perkembangannya terlihat bahwa peran serta pELNI

mewujudkan ketahanan bangsa dan negara serta menjaga kedaulatan

wilayah Republik Indonesia tidaklah dianggap kecil, yaitu dapar dilihat

berbagai catatan sejarah sebagai berikut:

a. Masa pergolakan PRRI/PERMESTA

Dalam pergolakan rni armada kapal PELNI antara lain KM

Tampomas, KM Bogowonto, dan KM Tanjung Dato dikerahkan untuk

mengangkut pasukan dan juga peralatan militer guna menumpas

gerakan pemberontakan PRRI/PERMESTA. KM 'Tampomas pada

saat itu mengangkut pasukan ke padang dibawah pimpinan Letkol.

Ahmad Yani. Bahkan KM Bogowonto terkena bazooka pasukan pRzu

rta,
t

i:
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diselamatkan.

b. MasaTikoral962

sehingga tenggelam, tetapi pada akhirnya dapat diangkat lagi",d.qn

Pada masa ini muncul usaha-usaha untuk merongrong kedaulatan

wilayah Republik Indonesia yakni perebutan wilayah Irian Barat,

maka dilancarkan operasi Trikora untuk mengatasinya. Armada kapal

PELNI diantaranya KM Ambulompo, KM Ketapang, KM Sapudi, KM

Tolando, KM fu*po** dan KM Begawan dikerahkan untuk

mendampingi drmada Angkatan Laut Republik Indonesia. Sebagian

dari kapal tersebut digunakan untuk mensuplai bahan makanan dan

peralatan dan sebagian lagi dijadikan kapal latih (Latihan Kapal

Selam), dan yang paling mengesankan pada saat itu adalah

dimiliterisasikannya seluruh Anak Buah Kapal (ABK) unhrk

mendukung pasukan TNI Angkutan Laut. Bahkan setelah operasi

beral<hir sebagian besar egf PELNI menerima Lencana Satya

Dharma dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan kini memiliki

stafus sebagai veteran.

c. Masa Dwikora 1964

Timbul karena adanya pertentangan dengan Negara tetangga Malaysia,

kapal PELNI ditugaskan membantu mengangkut pasukan militer

dan peralatan. Armada yang terlibat adalah KM Brantas dan KM

Bengawan yang membawa masing-masing satu batalyon pasukan Korps

Komando operasi (KKo) dan melal<ukan pendaratan di pelabuhan



Nunukan. Anak Buah Kapal PELNI dalam

sebagai Sukarelawan.

d. Operasi Seroja

Dalam operasi Seroja di

. (- 
,

,n

Timor Timur banyak armada PELNi

yang dilibatkan untuk membawa' peralatan dan perlengkapan

pasukan serta perbekalan bahkan diantaranya khusus ditugasi

mengangkut pasukan inti untuk didaratkan di pelabuhan Dili yang

sebenamya banyak mempunyai kesulitan karena harus dilakukan pada

malam hari agm tidak terdeteksi musuh. Sementara kondisi perairan di

sekitar kepulauan Timor banyak karang yang memerlukan keberanian

tersendiri.

e. Bantuan Terhadap Bencana Alam dan Kegiatan Nasional

Terlihat bahwa sebelum kemerdekaan PELNI dalam mewujudkan

misinya sebagai perusahaarr milik negara mencakup selwuh aspek

kepentingan negarq bangsa dan kehidupan masyarakat, tidak hanya

siap membantu pasukan untuk bertempur menghadapi musuh yang

berusaha merongrong kedaulatan bangsa dan negara dalam keadaan

darurat tetapi dalam masa pembangunan setelah merdekapun masih

mampu melaksanakan tugas kemanusiaan dan tugas lainnya. salah satu

contoh adalah ketika tedadi bencana alam di Flores, program Angkutan

Transmigrasi, Jambore Nasional, Kontak rani dan Nelayan, Angkutan

Lebaran serta Pekan Olah Raga Nasional.
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B. Uraian Kasus , .

Kasus ini adalah antara PT PELNI dan PT Putera Sejahtera ,eo{di
t-

dimana yang menjadi permasalahan diantara kddua pihak,tersebut adahh"P-[

Putera Sejahtera Abadi selaku transporter tanggal 6 Mei 1998 meny"fr**

2.139 party drum minyak pelumas untuk dimuat di kapal motor (KM)

karnuar milik PT PELNI untuk diangkut ke pelabuhan tujuan Banjamasin

dari pelabuhan Taqjung Priok, dengan pembayaran Freight lunas sebesar Rp.

10.267.200,-. Muatan berupa minyak pelumas tersebut telah diterima dan

dimuat diatas KM Iramuar dengan konosemen sebanyak 2.139 parfy drum

tanpa catatanl cle an do cument.

KM Iramuar berangkat dari Pelabuhan Taqjung Priok Jakarta tertanggal

7 Mei 1998 dan tiba di Pelabuhan Banjarmasin tanggal 11 Mei 1998.

Pembongkaran muatan baru dilalnrkan atau dimulai tanggal 12 Mei 1998 jam

08.00 WITA dan selesai tanggal 14 Mei 1998 jam 02.20 (dini hari) WITA.

Pembongkaran tersebut dilalcukan den gan alat bongkar muat seperti jaring-

jaring dan langsung diturunkan ke dermaga dan diletakan di lapangan

penumpukan dengan kurang hati-hati yang mengakibatkan kerusakan

sebagian dari muatan tersebut.

Tanggal 14 Mei itu pula dilalarkan pemeriksaan terhadap muatan oleh

PT Maju Dolok Mas Sakti sebagai EkspedituriEkspedisi Muatan Kapal Laut

(EI/fiC) yang dituliuk oleh PT Putera Sejahtera Abadi yang disaksikan oleh

PT PELNI sendfui. Dalam pemeriksaan tersebut terdapat kerusakan dan

kekurangan minyak peltrmas yang dianglnrt KM kamuar tersebut. Setelah



dilakukan pemeriksaan dibuatlah berita acara kerusakan dan kekurangan

'.. ,,,,,,-.
muatan oleh Kepala cabang PT PELNI Banjarmasin (sebagai wakitr;''PT

t-

PELNI) dengan PT Maju Dolok Mas Sakti seldku EMKL yang ditunjuk oioh

PT Putera Sejahtera Abadi.
,":l

Dengan adanya kekurangan dan kerusakan muatan tersebut, pr putera

sejahtera Abadi menderita kerugian sebesar Ftp. 74.455-566,- sesuai fakhr

atau invoice. Setelah party drum minyak pelumas itu diperiksa dan dibuat

berita acara kerusakan dan kekurangan muatan, maka pada tanggat 14 Mei

1998 sampai dengan tanggal 8 Juni 1998 EMKL pr Maju Dolok Mas sakri

menyerahkannya kepada Depot Pertamina Banjarmasin dan pada tanggal lg

Juni 1998 dibuat berita acara penerimaan oleh Kepala Depot pertamina dan

EMKL PT Dolok Mas sakti dengan kondisi rincian yang sama dengan berita

acara kerusakan dan kekurangan muatan tadi. oleh pihak pertamin4 muatan

yang rusak, isi kurang dan mutu berubah tersebut dihanguskan karena tidak

sesuai dengan standar Pertamina ar" rrur ini menjadi beban bagi pT putera

Sejahtera Abadi selaku transportir.

sebelumnya PT Putera Sejahtera Abadi sebagai pengusaha transporter

dan rekanan PT Pertamina sudah lama mepergunakan jasa angkutan laut

untuk muatan sejenis ke berbagai pelabuhan dengan kapal milik pT PELNI

dan kapal-kapal milik swasta lainnya namurl tidak pernah timbul ktaim

mengenai kerusakan muatan/barang akibat pekerjaan yang kurang hati-hati.

PT Maju Dolok Mas sakti selaku consignee yang dituurjuk oleh pr

Putera Sejahtera Abadi telah mengajukan permintaan agar pT PELNI sebagai
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pengangkut membuat surat bukti kerusakan Claim Constatering. Bewiis"fa
;'.- "lCCB, namun ditolak dengan dalih menunjuk pada klausula konoseih6n.

Karena pihak dari PT PELNI tidak memperdulikan kasus,tersebut, mat<a,P[

Putera Sejahtera Abadi mengajukan klaim atas kerugian tersebut ,"U"Sl, np.

74.455.556,-

PT Putera Sejahtera Abadi menegur pihak dari PT PELNI dengan Surat

Nomor l92lDirlPSND{Jlgg& tanggal 25 September 1998 yang ditanggapi

dengan surat Nomor rH.tig^{Ki)v1998 tanggal 1 oktober 1998 yang isinya

melemparkan dan mengalihkan klaim tersebut menjadi tanggung jawab

EMKL PT Maju Dolok Mas Sakti. Dengan Surat Nomor

229|DdPSA/WD98 tanggal 5 November 1998, PT PELNI akhirnya

menunjuk pada ketentuan yang dda dalam konosemen hanya megakui 8 party

drum minyak pelumas saja dengan harga sesuai fakrur sebesar Rp.

6.696.360,- yang tidak diserahkan dari 2.139 parry drum karena kehilangan

diatas kapal selama pelayaran, namun tuntutan klaim dari PT Putera Sejahtera

Abadi yaitu sebanyak 70 party drum minyak pelumas yang rusak, bocor atau

berubah mutu. Hal ini berarti bahwa pihak PT PELNI masih harus dan wajib

membayar PT Putera Sejahtera Abadi sebesar Ftp- 67.759.206,-karena kurang

62party drum.

Pada tangg al24 Mei1999 PT Putera sejahtera Abadi menghubungi pr

PELNI sehubungan dengan klaim yang diajukannya dengan surat klaim

tertanggal 29 April 1999 dan terakhir sampai dengan tanggal 6 september

1999, namun hat ini tidak ditanggapi. Akhirnya pada tanggal 14 oktober



1999 PT PELNI memberikan tanggapan yang prinsipnya tetap menolak

tunutan klaim dari PT Putera Sejahtera Abadi tersebut dengan menunj'uk:pada
il

klausula konosemen PT PELNI itu sendiri dan KUHD i i-,., .
I

,l
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ANALISA TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM
i

pENGANGKUTANI BARANG nnrlar,ur LAUT 1

t

I)asar Hukum Tanggung Jawab Pengangkut

Di dalam pelayaranny4 sebuah kapal dapat menghadapi kemungkinan

tertimpa berbagai macani bencana baik yang berupa bencana yang

ditirnbulkan oleh gerakan laut itu sendiri maupun yang disebabkan oleh

kelakuan atau perbuatan manusia. Bahaya itu serta resiko iainnya menjadi

lebih besar atau lebih beraneka ragam lagi kalau kapal berlayar di laut lepas

atz,o high seas.

Dari sekian banyak macam bahaya dan resiko yang dapat dihadapi oleh

kapal di laut itu, ada sebagian yang dapat diduga sebelumnya serta dapat

diperhitungkan bahwa bahaya itu'akan mengtlncam atau akan terjadi dan

kalau terjadi berapa besar kekuatannya, sifatnya, di kawasan mana akan

berlalu, ke arah mana dan lain-lain. Pesawat-pesawat peramal cuaca dapat

dengan ketepatan tinggi memperhitungkan terjadinya badai, siklon dan lain-

lafu pada suatu wilayah di lautarl lalu peramalan itu disebarluaskan kepada

pihak-pihak yang' berkepentingan melalui alat telekomunikasi modern.

Dengan adanya peringatan (warning) akan terjadinya badai dan lain-lain,

kapal yary akan melewati kawasan lintasan bencana tersebut dapat

mengambil tindakan pengamarum seperluny4 misalnya berlayar memutar
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atau berlindung di suatu pulau terpencif menunggu sampai keadaan *,3I.

atau badai telah berlalu :' '' 

" 
,' ':'1)

/-
Di samping bahaya yang sudah dapat diperhitungkan tersebut diatas,

,'.

terdapat lebih banyak lagi bahaya yang tidak dapat diduga atau diramdkan

sama sekali bahaya itu akan terjadl sehingga nahkoda kapal tidak dapat

mengambil tindakan pengamarum yang perlu untuk menghindarkan diri dari

bencana tersebut. Juga masih terdapat kemungkinan terjadinya bahaya-

bahaya laut yang tidak terjangkau oleh pesawat peramal crraca modern.

Berhubung dengan adanya kemungkinan dialaminya bencana oleh

kapal yang sedang melakukan pelayaran mengangkut muatan itu, orang telah

menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mernberikan pernbatasan-

pembatasan yang pasti tentang siapa yang harus memikul kerugian kalau

terjadi suatu kerusakan atau kerugian yang terjadi terhadap kapal, atau

kerusakan dan kerugian yang terjadi atas muatan, ataupun keduanya.

Sebagai pihak yang mengusahakan pengangkutan di laut dengan

menggunakan kapal sebagai sarana angkutannya, pengangkut dalam hal ini

PT PELNI dibebani dengan tanggung jawab tertentu terhadap barang-barang

muatan yang diterimanya dari para pengirim muatan untuk diangkutnya.

Tanggung Jawab PT PELNI sebagai pengangkut dalam pengangkutan

barang melalui laut ini adalah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) serta ketentuan yang

ada dalam Konosemen Dasar hukum tanggung jawab PT PELM sebagai
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pengangkut menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)'tersetpJ

adalah:
.!-

l. Basis of Liability(Dasartanggung jawabpengangkut) I i--..,.

a. Pasal 468 ayat (2) KUHD, dijelaskan bahwa pengangkut ;ivajib

mengganti segala kerugian yang Air"Outtu, karena barang

tersebut seluruhnya atau sebagian mengalami kerusakan atau

kehilangan.

b. Pasat 477 KUIID iii"turt* bahwa pengangkut bertanggung

jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena keterlambatan

diserahkannya barang-barang yang diangkut.

2. Limitation af Liability (PembatasanNilai Tanggung Jawab Pengengkut)

Pasal 470 KUHD dijelaskan tentang janji-janji untuk membatasi

tanggung jawab pengangkut dan tidak sekali-kali mernbebaskan

pengangkut dmi beban untuk membuktikan bahwa ia cukup berusaha

mengusahakan dan memelihara alat angkutan dan menyelenggarakan

pengangkutan menurut persetujuan apabila ternyata kerugian yang timbul

itu oleh suatu cacat daripadaalatpengangkutan itu.

3. Notice of Claim (Jangka waktu penerimaan atau pengajuan kalim)

Pasal517 huruf (k) KUHD dijelaskan tentang penyaksian klaim untuk

penyerahan barang dari sekoci-sekoci atau perahu-perahu di lambung

kapal harus dilakukan pada waktu pernbongkaran, sedangkan untuk

penyerahan di gudang, barang-barang harus diterima dan disaksikan

bersama, tentang adanya kerusakan maupun kekurangan dalam jangka



waktu 2 X 24 jam sesudah pembongkaran kapal terakhir, kecuali 
{1i,.

raya dan hari minggu dan kecuali oleh penerima barang dapataiUufaifcaii
i.i

sebaliknya bahwa penyaksian bersama untuk'barang Vlne,diterimapery:,

gudang tersebut tidak dapat dilakukan, seperti muatan yang telah tertfiaifr
/

oleh muatan lain.

4. Jangka Waktu Pengajuan Klaim

Pasal 487 KUHD dijelaskan tentang tuntutan hukum untuk mendapatkan

ganti rugi harus dirnaj;ao dalam waktu satu tahun sejak barang itu

diserahkan atau sejak barang itu sedianya diserahkan.

Tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

konosemen PT PELNI terdapat dalamklausula-klausula perjanjian yang telah

disepakati oleh para pihak mengenai:

1. Pertanggungiawaban (terdapat dalam Pasal 9 konosemen)

2. Keadaanluar Biasa (terdapat dalam Pasal 10 konosemen)

3. Pembungkusan Kantong f<u*"g atau yang lain-lain yang sudah

i (terdapat dalam Pasal 12 konosemen)

4. Hewan atau binatang-binatang hidup (terdapat dalam Pasal 13 konosemen)

5. Klaim (terdapat dalamPasal 17 konosemen)

Pengangkutan yang dilakukan atas dasar suatu perjanjian diberlakukan

pula ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perjanjian pengangkutan bahwa

pengar,rgkut akan mengganti barang-barang yang hilang dengan cara:

1. Mengganti harga sesuai dengan harga yang dinyatakan dalam konosemen
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2. Mengganti barang-barang tersebut dengan harga yang ditentukan

berdasarkan harga pasar dari barang-barang itu di tempat tujuan pada ffi
/-

tibanya kapal, apabila harga tersebut lebiih rbndah daripada harga y,arxg;,

dinyatakan dalam konosemen '|v

Pasal 477 KUIiD menjelaskan bahwa p"rrgarrgtrt wajib mengganti

kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang. Menurut

perjaqjian pengangkutan yang terdapat dalam konosemen PT PELNI

dijelaskan bahwa apabila barang-barang yang diangkut terlambat sampai di

tempat tujuan karena kelalaian atau kesalahan pengangkut, maka pengangkut

tidak diharuskan memberikan ganti rugi apabila keterlambatan itu terjadi

karena hal-hal yang berada diluar kekuasaan pengangkut kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam konosemen PT PELNI jika

terjadi kerusakan terhadap barang-barang yang diangkut selama perjalanan,

pengangkut hanya dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi

berupa pembayman ongkos-ongkos pembetulan dari barang yang rusak itu

dan apabila barang-bmang tersebut masih dapat diperbaiki.

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan dan

kehilangan barang-barang yang diangkutnya apabila sifat dan nilai barang-

barang yang diangkutnya tidak diberitahukan atau disebutkan dalam surat

muatan (konosemen). Dengan demikian, PT PELNI selaku pengangkut hanya

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi jika pengirim barang
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memberitahukan kepada pengangkut mengenai sifat dan nilai barang sebelrim

pengangkutan dimulai.

Pengirim yang tidak mernberikan keterangdn secara llnekan mengyngi.,

barang-barang tersebut dalam surat muatan, maka pengirim Mlrog

bertanggung jawab dan dapat dituntut atas kelalaiannya sedangkan

pengangkut tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pihak

penerima jika terjadi kehilangan maupun kerusakan barang-barang yang

diangkutnya.

PT PELNI selaku peggangkut dalam mempergunakan sistem tanggung

jawabnya, tetap mengacu pada ketentuan umrlm yang ada dalam Pasal 468

KUHD yaitu bahwa tanggurg jawab pengangkutnya dimulai pada saat party

drum minyak pehrmas tersebut dimuat diatas kapal milik pengangkut sampai

dengan diturunkannya party drum minyak dan diserahkannya kepada

penerima barang, dengan kata lain pengangkut bertanggung jawab pada saat

parry drum minyak pelumas itu terzusun diatas kapal sampai dengan party

drumtersebut dibongkff dari kapal milik pengangkut.

Walaupun demikian, PT PELNI sebagai pengangkut juga memiliki

aturan-aturan khusus yang terdapat dalam konosemennya. Dalam konosemen

PT PELNI disebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas

kehilangan maupun kerusakan yang tirnbul karena pencurian atau sebab lain

apapun juga yang terjadi pada waktu pembongkaran maupun pada saat

penumpukan dan sesudah penumpukan barang-barang tersebut.
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ngkut denean l,T

Putera Sejahtera Abadi sebagai pihak transporter minyak pelumas,'dalidi
,-

diketahui bahwa PT PELNI sebagai pengangkut telah.me,nVanekal adan1,.p".,

kerusakan dan kehilangan sebany ak 70 party drum minyak pelumas aiiU-

periode pengangkutannya. PT PELNI dalam hal ini mengakui kekurangan

atau kehilangan tersebut hanya 8 party drum minyak pelumas saja yang

terjadi selama pelayaran atau selama periode pengangkutan dan telah dibayar

sesuai faktur sebesar np. 0.010.360,-. Dengan adanya pembayaran tersebut

maka PT PELNI sebagai pengangkut telah mernpergunakan sistem tanggung

jawab sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHD walaupun jumlah

yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pihak PT

Putera Sejahtera Abadi karena PT PELNI menunjuk pada aturan yang

terdapat dalam kono semennya.

Dalam kasus ini apabila PT PELNI selaku pengangkut dituntut

mengenai kehilangan atau kerusakan-kerusakan party drum minyak pelumas

tersebut, maka akan diganti sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam

surat muatan dan jika harga dari barang tersebut tidak dinyatakan dalam surat

muatan, maka pengangkut tidak diwajibkan untuk mengganti melebihi jumlah

Rp. 3000,-/collie,lJntvk itu PT PELM dalam menggunakan sistem tanggung

jawabnya hanya mengganti 8 party drum yang hilang dalam periode

pengangkutannya sesuai dengan jumlah faktur yakni sebesar Rp. 6.696.360,-

dan untuk 62 party drum yang rusak, bocor atau kurang mutu dengan harga

sebesar Rp. 67.759.206,-, PT PELNI tidak bertanggung jawab untuk



mengganti atau membayar kerugian kepada PT Putera Sejahtera Abadi karena

kerusakan party drum minyak pelumas itu terjadi pada saat pembongkaran'di
t-

dermagq sedangkan dalam konosemennya telah dinyatakan 
.secara 

,!**-,,

bahwa PT PELM tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan';Lau

kehilangan yang disebabkan karena pencurian atau sebab lain yang terjadi

pada saat pembongkaran. Menurut PT PELNI kerusakan atau kehilangan

tersebut seharusnya meqiadi tanggung jawab pihak Ekspedisi Muatan Kapal

Laut (EMKL) yaitu PT Maju Dolok Mas Sakti dengan menunjuk pada isi

konosemennya. Jadi sistem tanggung jawab pengangkut dalam hal ini PT

PELNI adalah selain mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam

KUHD khususnya pada pasal 468 KUHD karena pada dasarnya jika terjadi

kerusakan atau kehilangan muatan atau barang, PT PETNI bertanggung

jawab dengan memberikan ganti rugi walaupun jumlahnya mengacu pada isi

konosemennya.

Pengangkutan barang melalui laut memiliki banyak resiko yang tidak

dapat dikatakan ringarU bilamana barang yang diangkut karena suatu kejadian

atau evenement rusak atau hilang. Dalam hal ini pengangkut akan dimintai

pertanggrrngjawabannya. Bentuk tanggung jawab dari pihak pengangkut atas

kerusakan atau hilangnya barang yang diangkutnya adalah pernberian ganti

rugi. Namun kerugian yang ada tersebut harus diukur dengan kerugian yang

diderita pada waktu hilang atau rusaknya barang atau pada waktu barang tiba

di tempat tujuan. Selama barang-barang tersebut masih di bawah pengawasan

pengangkut dan tanggung jawab pengangkutan pihak penerima barang berhak
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mengajukan tuntutan klaim apabila sesuatu terjadi terhadap barang yaflg

diterimanya.
t1

Pihak pengangkut akan menyelidiki benar'atau tidaknya kekurangap

atau kerusakan terhadap barang tersebut terjadi pada saat p"ita"

pengangkutannya atau masih dibawah tanggung 1u*ubnyu. Apabila hal itu

benar maka pihak perusahaan pelayaran dalam hal ini pengangkut akan

melakukan penelusuran dengan memeriksa berita asara penyerahan barang

satu per satu sehingga dapat ditemukan penyebab kerusakan atau kehilangan

dari barang tersebut.

Kasus yang terjadi antara PT PELM dengan PT Putera Sejahtera Abadi

mengenai kerusakan barang atau muatan dalam ha1 kerusakan terhadap 70

parry drum minyak pelumas yang diangkut oleh kapal milik PT PELNI

tersebut, dalam mempergunakan sistem tanggung jawabnya mengacu kepada

ketentuan yang berlaku dalam konosemennya dengan tidak menyimpangi

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHD.

Analisa Tanggung Jawab Pengangkut

Di dalam suatu pelayaran yang berlangsung di artara pelabuhan di

Indonesia (pelayaran nusantafa) sudah barang tentu hanya perlu dipatuhi

peraturan perundang-undangan nasional. Adapun perundang-undangan

nasional yang mengatur masalah pertanggungjawaban pengangkut dalam

pelayaran antar pulau ini adalah buku II Kitab Undang-undang Hukum

Dagang RI ditambah dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. t/lg6g

dan PP No. 211969 yang telah dideregulasi dengan paket peraturan



pemerintah yang dikeluarkan pada tanggai 21 November 1988, yang, dikenal

dengan Paknov 21. 
t:"

Pasal 14 dariPP No. 211969 berbunyi sebagai berikut:

'?erusahaan pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut barang kepada

pemilik barang sejak saat menerima barang a*i p"rrgirim sampai saat ia

menyerahkan barang yang diangkutnya kepada penerima sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau syarat-syarat perjanjian

pengangkutan atau kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam bidang

pelayaran".

Kalau kita lihat Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang

kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan-peraturan yang dibicarakan di

atas, kita akan mendapati Pasal 468 (ayat 1) yang berbunyi:

'?ersetujuan mengangkut mewajibkan pengangkut meqiaga

keselamatan barang yang diangkutnya sejak diterimanya sampai

diserahkannya''.

Dalam ketentuan ini sama sekali tidak dijelaskan atau ditegaskan di

manakah penerimaan dan penyera}an muatan itu dilakukaq yaitu apakah di

gudang laut, di samping kapal, pada sling dan sebagainya, ataukah bahwa

penyerahan muatan itu dapat atau boleh dilakukan di suatu tempat yang

terletak di luar pelabuhan

Sedangkan kalau kita amati ketentuan yang mengatur materi yang sama

dalam The Hague Rules l924,kita akan mendapati suatu ketentuan yang jelas

it-_ .,

1 ''

n
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dan tegas tentang saat dimulai dan saat diakhirinya tanggung

pengangkutterhadap barang yang diangkutnya. 
,

jaw.ab

. , 

,'.,

:

Pasal 1 (Article D, huruf E The Hague Rules 1924 berbttnyi sebagpi

berikut: CARRAGE OF GOODS covers the period from the time whei the

Soodl are loaded on to the time they are dirchargnd fro* the ship.

(Pengangkutan barang meliputi suatu jangka waktu sejak saat pemuatan

barang sampai saat barang dibongkar dari kapal). Jelasnya, saat barang

dimuat di pelabuhan pemuatanny4 sampai barang yang bersangkutan

dibongkar dari kapal yang sama, di pelabuhan tujuanya.

Dari kutipan-kutipan tersebut diatas tampaklah dengan jelas bahwa

pasal 14 PP no. 211969 tersebut merupakan gado-gado dari ketentuan-

ketentuan ymg mengatur materi yang sama yaitu masalah batas tanggung

jawab pengangkut, yang terdapat dalam:

a. The Hague Rules 1924

b. PP no. 51964 (yang sudah tidak berlaku lagi)

c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah No. 5/1964 tersebut pada pokoknya mengatur

tentang integrasi usaha pelayaran menjadi suatu cabang usaha: pelayaran"

veem, stevedoring, ekspedisi, serta pergudangan. Rupanya para pengonsep

Pasal 14 PP no. 211969 bermaksud menerapkan ketentuan The Hague Rules

ke dalam praktek pelayaran niaga di Indonesia dengan sekaligus tidak

melanggar Pasal468 KUHD, yang kedudukannya lebih tinggi'
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Hal-hal yang kita telah bicarakan diatas adalah baru mengenai bates

tanggung jawab pengangkut (carrier's period of responsibility); merrgenai
4-

materi tanggung jawabnya sendiri, pada umumnya terdapat,keslmaan *rfry-

peraturan yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan fang

diterapkan dalam Konvensi Internasional, karena U*Vrf. pasal KUHD yang

mengatur masalah yang sama, yaitu Pasal470 KUHD dan seterusny4 sudah

disesuaikan dengan ketentuan The Hague Rules.

Sementara itu -ng"*i ketentuan tentang pertanggungiawaban

pengangkut dalam pelayaran nusantara yang perlu kita bicarakan adalah Pasal

466 KUHD-RI yaqg menetapkan bahwa yang disebutkan dengan pengangkut

adalah : "Orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

pengangkutan barang-barang, seluruhny a atau sebagian melalui laut".

Dari ketentuan Pasal 466 KUHD-RI yang dikutip diatas ini, dua hal

yang dapat kita soroti adalah:

1 . Menyelenggarakan pengangkutan-

2. Selwuhnya atau sebagian melalui laut

Apakah arti perkataan "menyelenggarakan pengangkutan" itu dan apa

sebabnya dipilih perkataan itu dan bukannya mengangkut (to carry)

sebagaimana ketentuan dalam The Hague Rules ?

Yang dimaksud dengan perkataan "menyelenggarakan pengangkutan"

itu adalah bahwa pengangkut tidak perlu sendiri melalmkan pengangkutan

dengan kapalnya, melainkan dia boleh menyuruh orang lain untuk melalcukan

pengangkutan (untuk mengangkut), dalam hal mana "pengangkut" yang



pertama tadi akan berstatus sebagai broker (pialang) pengangkutan Jugq
... ! .)

berarti bahwa pengangkut tidak perlu merupakan seorang reder (pengusahd
,- .t

pelayaran, perusahaan pelayaran) melainkan dapat juga orang yang berprofepj.,
,? 

,.

7

lain misalnya pedagang, atau siapa saja. ';

Pada zasnn dulu adalah lazim bahwa pengangkut bukanlah seorang

reder melainkan hanya broker saja dimana mereka menerima muatan dari

pengirim dan menandatangani konosemen, tetapi tidak melakukan

pengangkutan karena kegiatan pengangkutan yang sesungguhnya dilalcukan

oleh pihak lain. Berdasarkan ketentuan "menyelenggarakan pengangkutan"

maka orang kedua yang menerima order dari "pengangkut" tersebut, pada

gilirannya juga dapat menyuruh orang lain lagi untuk menyelenggarakan

pengangkutan. Begitu seterusnya sampai orang terakhir yang betul-betul

mengangkut, merupakan "pengangkut " yangkeempat atau kelima.

Mengenai soal kedua yaitu "menyelenggarakan Pengangkutan"

seluruhnya atau sebagian melalui laut, perlu dijelaskan bahwa adalah lazim di

waktu yang lalu, pengangkutan itu tidak seluruhnya dilalcukan melalui laut

bahkan sebagian melalui jalan darut Kalau sessorang hendak mengirimkan

barang dari Jakarta ke Ujung Pandang misalny4 untuk itu pengangkut dapat

menyelenggarakan pengangkutan dengan cara berikut: dari Jakarta barang

diangkut dengan kereta api ke Surabaya dan dari sana baru diseberangkan

dengan kapatr laut ke Ujung Pandang. Untuk pengangkutan itu konosemerurya

ditandatangani oleh pengangkutnya di Jakarta, seolah-olah pengangkutannya

dengan kapal laut dilalrukan dari Jakarta, karena kalau tidak demikian maka
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pengirim barang enggan

pengangkut.

menyerahkan barang kirimannya kepada

' 
'1 

"",' 
_

I

Sesuai dengan Pasal 466 KUHD-RI, 'dalam pgngangkutan 
,yapg

diceritakan diatas pengangkut sudah memikul tangung jawab sejak nduatan

diserahkan di Jakarta dan tanggung jawab itu baru berakhir setelah barang

diserahkan kepada consignee yang bersangkutan di Ujung Pandang. Kalau

misalnya barang mendapat kerusakan dalam perjalanan arfiara Jakarta -
Surabaya, pengangkut ,oarn bertanggung jawab tentu saja sebagai

perusahaan pelayaran, pengangkut belum mulai mengangkut.

Ketentuan ini tidak dapat memenuhi persyaratan Waterborne Clause

dimana ketentuan ini merupakan peninggalan dari zaff.rrnpermulaan Revolusi

Industri dulu yang menghasilkan kapal-kapal laut bermesin uap untuk

pelayaran sarnudera jarak jauh. Pada masa itu orang belum suka mengirimkan

barang dengan kapal laut karena waktu itu masih berlangsung sistem

pelayaran jarak jauh dengan menggunakan perahu layar dimana pemilik

barang masih banyak yang bertindak sekaligus sebagai nalkoda, dikenal

sebagai juragan perahu. Para pengusaha pelayaran, yang membutuhkan

muatan terpaksa mencari muatan ke pedalaman (di daratan benua Eropa)

dengan menerima tanggung jawab mulai dari tempat asal muatan tersebut.

undang-undang Negeri Belanda, sumber daxi KIIID sudah lama

meninggalkan azas pertanggungiawaban seperti itu. Namun dewasa ini

dengan berkembangnya sistem pengangkutan door to door, rupanya

ketentuan pertanggungjawaban tersebut meqiadi aktual lagi bagi sistem
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pengangkutan yang

kesatuan tersebut.

melibatkan banyak/beberapa pengangkut dalam satu
'- !' ,)

1. Jangka Waktu Pertanggungiawaban Pengahgkut ia',

Seperti yang sudah diuraikan di muka, dalam pelayaran samirdera

diarut sistem pertanggungiawaban sesuai dengan konvensi The Hague

Rules yang pada pokoknya membatasi tanggung jawab pengangkut hanya

mulai dari tackle kapal dimana muatan disangkutkan pada proses

pemuatan sampai pudu pror"s pembongkaran muatan yang bersangkutan

ke dan dari kapal yang mengangkutnya. Konkretny4 oleh Konvensi ini

ditetapkan bahwa pengangkut baru bertanggung jawab atas muatan yang

diangkut dengan kapalny4 ketika muatan yang bersangkutan telah

disangkutkan pada sling/tackle di pelabuhan pemuatan (pada proses

pemuatan) dan berakhir pada saat muatan tadi dilepaskan dari tacHe yang

sama di pelabuhan pembongkarannya.

Uraian di atas adalah mengenai muatan yang dimuat dan dibongkar

menggunakan derek atan kran kapal, sedangkan kalau muatan

dibongkar/dimuat dengan menggunakart shore crane atau /loating crane

atau mobile crane dan alat bongkar muat di luar kapal lainny4 tanggung

jawab pengangkut dimulai/diakhiri saat muatan melintasi ship's railing

(pagar pengaman pada tepr kapal).

Mengenai hal ini kita dapat mengutip syarat pengangkutan sebuah

perusahaan pelayaran pengangkutan samudera sebagai berikut:
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.. .;\!E iJr' Re sDonsibilitv
The responsibility of the carrier whether as ccrrier are.as custodiAn

or as a bailee of the goods shall be deemed to commence onlv whefi'.lhe
goods are loaded on the ship and to cease absolutely-after they'are
discharged therefrom and no liability shall aitach ts the carrier befor,e thq,

said lading an afier the said discharged" ,,i
Goods in the custody of the carrier or his servant before ladiig and

arter discharge whether being forwarded to or from the ship, or,whether
betng forwarded to or from the ship, or whether awaiting shipment or
landed or stored or put into the hulk or craft either belonging to the
carrier or not or pending transshipment at arry stage of the whole
transport are in such custody at the sole risk of the shipper and the carrier
shall not be liable,for loss are damage arising or resultingfrom any cause
whatsoever.

Terjemahannya:

Jangka Waktu Pertanggungiawaban Pengangkut
Tanggung jawab pengangkut, baik sebagai pengangkut maupun

sebagai pemelihara atau wali daripada barang dianggap telah dimulai
hanya apabila barang sudah dimuat diatas kapal dan berakhir secara
mutlak setelah barang itu dibongkar dari kapal dan demikian juga
kewajiban yang terletak pada pengangkut sebelurn pemuatan dan sesudah
pembongkaran.

Barang-barang dibawah pengawasan pengangkut atau orang-orang
yang bekerja kepadanya sebelum pemuatan dan sesudah pembongkaran,
baik yang diangstr ke dan atau dmi kapal; atau yang sedang memrnggu
pengapalan atau sudah diturunkaq ke darat atau ditirnbun atau diletakan di
suatu tempat atau pesawat milik pengangkut atau bukan, atau sedang
dalam proses pindah kapal dalam rangka perjalanan sebagian atau
seluruhnya, berada sepenuhnya pada resiko pengirim muatan dan
pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang
timbul atau diakibatkan oleh sebab apapun.

Perusahan-perusahaan di Indonesia yang mengusahakan trayek

pelayaran samudera umumnya mencantumkan syarat-syarat tentang period

of responsibility seperti yang dikutip diatas dimana syarat-syarat tersebut

ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan The Hague Rules. Ketentuan-

ketentuan dalam The Hague Rules itu sendiri secara keseluruhan

merupakan sistem pertanggungiawaban yang tetap relevan dengan
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konstelasi angkutan samudera sekarang dan pada masa-fiuma selaqjutnya,.

karena dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berhubuqgih
t.

hukum dalam suatu pengangkutan muatan dengan kapul laut. Khususqy-a

t - ex '{ackl"

responsibilirr - merupakan suatu ketentuan i**Uugi* tanggung jawab

yang tegas, yang membagi tanggung jawab p"rrg*gl*t sebagai

pengangkut dan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam kegiatan

pengangkutan di laut itu, tetapi bukan sebagai pengangkut. Mereka ini,

yaitu freight forwarder, stevedor, dan lain-lain memang benar ikut serta

dalam kegiatan shipping, tetapi tanggung jawab mereka terbatas hanya

sampai atau mulai dari samping kapal.

Oleh karena itu perlu diadakan pernbatasan yang tegas, untuk

memudahkan identifikasi secaxa hukum tentang letak kesalahan bila pada

sesuatu pengangkutan tertentu terjadi kerusakan dan atau kehilangan yang

menimbulkan kerugian kepada pemilik muatan, yang membawa kearah

proses klaim.

Dalam perjaqiian pengangkutan yang dibuat bagi pengangkutan

umumny4 pengangkut menetapkan ketentuan-ketentuan tentang syarat

pengangkutan yang tidak menyimpang dari The Hague Rules. Tindakan ini

diambil oleh semua perusahaan pelayaran yang beroperasi dalam trayek-

trayek pelayaran internasional baik trayek liner service maupun tramping

yang menghubungkan negara-negara pada umurnnya yang mengakui

konvensi tersebut.
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Secara praktis ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak dgg.

kewajiban pengangkut tersebut dicetak pada formulir BlL yalrtg digunatdn
t.

oleh pengangkut dalam dinas pelayarannya ittr sehingga dengan dem$ian

semrur orang yang ingin mengetahui dapat membacany a pada forkfit

tersebut. Ini tidak mudah karena kalimat-kalimat itu dicetak dengan huruf-

hunf yang kecil dan kalimat-kalimat tersebut disusun dalam bahasa

Inggris yang sukar dibaca dan sulit dipahami.

Untuk pengangkutan yang bersifat khusus, pengangkut diberi

kebebasan unfuk melepaskan seluruh atau sebagian hak serta kekebalan

atau kebebasannya itu ataupun menambah suatu kewajiban atau tanggung

jawab di luar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam The Hague Rules.

Misalnya saja pengangkut dapat menyatakan dalam B/L atau surat

perjanjian pengangkutan lairury4 bahwa dia menyetujui untuk mengurus

penyerahan barang sampai di gudang pemilik muatan di luar pelabuhan

tujuaryya (sistem door to door sirvice)-

Agar supaya terdapat kepastian, serta untuk menghindarkan

timbulnya persaingan tidak jujur oleh perusahaan pelayaran tertentu dalam

suatu wilayah operasional dimana perusahaan-perusahaan pelayaran itu

bergabung dalam sebuah shipping conference, maka tentang pelepasan hak

dan/atau kekebalan, serta penambahan kewajiban atau tanggrrng jawab itu

harus dinyatakan secara tertulis dalam BIL yang diterbitkan oieh

pengangkut yang bersangkutan untuk pengangkutan muatan tertentu itu.
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Dengan demikian pihak lain dapat mengetahui bahwa pengangkut,*"1!O

.t-

Dalam pada itu ditetapkan ketentuan yarig melarang pengangkut,a@u

kapal membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang fJrjadi

terhadap muatan, kerusakan atau kerugi* y*g terjadi sebagai akibat

kelalaian atau kesalahan pengangkut atau orang-orang yang bekerja di

bawah perintahnya, begitu pula ketentuan yang mengurangi tapggung

jawab atas kerugianlkerusakan itu dianggap tidak sah.

2. Masalah Klaim

Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban/tanggung jawab

dari pengangkut telah ditetapkan, yang tujuannya adalah memberikan

pembatasan-pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan, dan sejalan

dengan itu ditetapkan pula tentang siapakah yang harus menanggung

kerugian atas rusak atau hilangnya muatan yang diangkut. Dalam banyak

hal, ponetapan tentang letak kesalahan (siapa yang bersalah) atas

kehilangan atau kerusakan muatan itu dilakukan melalui proses klaim

(claim).

Adapun yang dimaksud dengan Claim drlam pelayaran itu adalah

"tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim muatan atau wakilny4

atau oleh penerima muatan, kepada pengangkut, berhubung dengan

kekurangan atau kerusakan yang terjadi pada muatan sebagai akibat dari
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bermacam-macam resiko selama pengangkutan muatan itu dari pelabElpn

pemuatannya sarnpai dengan pelabuhan tujuannya"j2. "' "'i

i. i

Pengirim atau penerima muatan, atau'wakilny4 akan mengajukar-r, 
''.;

tunttrtan klaim kalau ia mengetahui atau menduga bahwa barang

muatannya mengalami atau kehilangan, berbeda dengan

keadaan atau jumlahnya semula pada wakfu dikapalkan

Sebab-sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan, yang dapat

meqjadi dasar bagi penuntutan klaim sangatlah banyak, akan tetapi pada

umurmya sebab-sebab itu dapat digeneralisasikan ke dalam sebab-sebab

(in concrefo: peristiwalkejadian) yang telah terjadi sebagai akibat dari

kesalahaq kelalaian atau ketidakwaspadaan nahkoda atau anak buahnya

dalam hal pemuata& pengurusan, pemadatan, pengangkutan, pengawasan

dan penrbongkaran muatan kapal. Kalau kekurangan atau kerusakan

muatan telah terjadi karena kesalahan pemadatan dan lain-lain, maka

pengangkut secara mutlak bertanggung jawab dan harus mengganti

kerugian

3. Jenis-jenis.Klaim

Dari uraian dimuka dapat dilihat bahwa dalam praktek pelayaran

terdapat duajenis klaiq yaitu Klaim Kerusakan dan Klaim Kekurangan.

Klaim Kerusakan adalah "tuntutan ganti rugi atas kerusakan muatan

kapal". Kerusakan yang menjadi dasar tuntutan klaim tersebut dapat

berupa kerusakan yang bersifat fisik seperti pecah, patah, lecet dan

" FDC. sudjatmiko, op.cit,hal. 156.
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sebagainya yang telah terjadi karena muatan jahrh atau tergencet, tertindih

Kesusutan atau kehilangan bobot yan! melebihi susrrt berat,ya{rg

lazrry dapatjuga digolongkan ke dalam kerusakan, karena b**gty*g

berkurang beratnya melebihi kekurangan rro; memberi petuqiuk bahwa

kemasan barang tersebut telah pecah atau rusak dan isinya lolos keluar.

Kerusakan lain dapat berupa kerusakan ekonomis, dalam hal ini

kemungkinannya dd; perbedaan harga dan perbedaan mutu barang

antara harga dan mutu barang pada saat dikapalkan dengan harga dan mutu

barang sewaktu barang tersebut tiba pada tempat tujuarurya. perbedaan

harga dan perbedaan mutu barang dapat terjadi kalau perjalanan kapal

tertunda" penundaan ya.rlg mana disebabkan karena kapal mengalami

hambatan dalam pelayarannya ataukah telah melakukan deviasi.

Seperti telah diterangkan di muka, kapal boleh melalnrkan deviasi

kalau tujuannya adalah ;rk menyelamatkan atau berusaha

menyelamatkan jiwa dan harta benda di laut. Kalau deviasi dilalrukan

dengan alasan lain, pengangkut bertanggung jawab atas semua akibat-

akibat yang terjadi pada muatan kapal yang bersangkutan.

contoh yang jelas mengenai kerusakan ini adarah daram pengapalan

tembakau dari Indonesia ke Eropa, dimana pengapalan tembakau itu tidak

boleh terlambat karena kalau terlambat maka masa pelelangan ternbakau

tersebut sudah lewat dan tembakau yang terlamb at tiba tersebut harganya

jatuh sementara itu mutu tembakau juga dapat mengalami perurunan.
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Kalau semua kerugian ini terjadi karena kelalaian pengangkut,

pengirim atau penerima muatan mempwryai dasar yang kuat
/-

mengajukan klaim-

;
K1aim kekurangan yaitu klaim yang diajukan berhubung telah terjadi

kekurangan jumlah collie muatan, yaitu jqrnlah collie muatan yang

diterirna oleh consignee lebih kecil daripada jumlah yang dikapalkan.

Sebab-sebab terjadinya kekurangan jumlah collie ini mungkin karena peti-

peti (kemasan muatan) i"r"*p* dengan peti dari muatan lairurya dan

pada waktu dilakukan pembongkaran terjadi kesalahan bongkar. Mungkin

juga terjadinya kekurangan penerimaan itu disebabkan karena merk kurang

jelas atau membingungkan sehingga mengakibatkan kesalahan bongkar.

Dalam pengapalan barang kelontong sering digunakan peti bekas

dimana mungkin pengirim lupa menghapus merek yang lama pada peti

bekas tersebut sehingga pada semua sisi peti terdapat beberapa merek yang

berbeda yang dapat membingungkan petugas pembongkaran, atavmerek

pada peti sudah luntur catnya dan tidak terbaca lagi sehingga

mengakibatkan kesalahan pembongkaran. Tetapi kesalahan pembongkaran

yang disebabkan oleh hal-hal seperti itu tidak menjadi tanggung jawab

pengangkut; dengan demikian klaimnya dapat ditolak.

Kekurangan penerimaan collie yang tidak disebabkan oleh kesalahan

pembongkaran seperti diuraikan diatas, dapat terjadi kekurangan karena

kesalahan penghitungan; dalam hal ini mungkin terjadi bahwa pada waktu

pemuatan terhitung sesuai (confirm) 100 peti dan demikian pada B/L juga
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dicantumkan jumlah 100 peti tetapi pada waktu pembongkaran hanya

terdapat 96 peti. Kalau kekurangan yang empat peti tidak dapat ditemuklin

oleh pengangklt dalam waktu yang layak, maka pengangkut hafus

;
membayar ganti rugi untuk ke-empat peti yalg hilang tersebut, ditambah

kerugian lain yang mungkin diderita oleh pemilik muatan berhubung

dengan hilangnya atau tidak sampainya barang itu di tempat tujuannya.

Klaim seperti diuraikan diatas dalam praktek pelayaran

niaga di Indonesia teuilr dikenal sebutan claim Except dan prosedur

pengajuan Claim Except tersebut dapat dlielaskan sebagai berikut:

Pada wakfu menerirna barang dalam jumlah kurang dari jumlah

collie yang tercantum dalam BlL, penerima barang meminta Except Bewijs

(Tanda Bukti Kekurangan) kepada agen perusahaan pelayaran setempat

atau petugas yang diserahi unrsan itrl sedangkan barang-barang yang

lainnya yang ada akan diterimanya.

Dalam waktu satu bulan penerima muatan menuqjukan Except

Bewijs tersebut kepada agen dan bila barang yang kurang itu sudah

ditemukan, harus diserahkan kepada penerima tersebut dengan menarik

kembali EB @xcept Bewijs) yang bersangkutan. Jika pada waktu

consignee menuqjukan EB tersebut barang belum ditemukan, maka

consignee boleh mengajukan surat tuntutan (Claim Letter). Biasanya agen

meminta waktu 3 bulan unfuk mencari barang yang hilang itu dan kalau

dalam waktu itu barang tetap tidak ditemukan, klaim dapat dibayar.
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Mengenai jangka waktu tiga bulan irli consignee dapat menenhrk3p

sikap, apakah bersedia menerimanya atau dia merasa keberatau'"ry,ik
'/- i

mennnggu waktu selama itu. Dalam pada'itu agen juga tidak haqrs

meminta waktu demikian lam4 karena dari dokumen-do1fu*".t

pembongkaran yang ada dan lagi dari laporan nahkoda dia sudah dapat

menduga apakah kehilangan itu memang hanya kekhilafan pembongkaran

yang dapat diusut dalam waktu singkat ataukah memang hilang tidak

diketahui keberadaannya. Segala sesuatu akan dinilai dari materi

kehilangan trap-tiap kejadian dan juga dari pemberian servis kepada para

langganan perusahaan. Agen atau kantor cabang perusahaan pelayaran

yang btjaksana akan menyelesaikan semua klaim yang tirnbul dalam waktu

secepat-cepatnya.

Waktu tiga bulan yang diminta oleh agen diperlukan untuk

*mengejar" muatan yang salah dibongkar di pelabuhan lain (bukan

pelabuhan tujuan muatan yang bersangkutan) dan untuk sejauh mungkin

mendapat kepastian bahwa muatan yang tidak terlacak keberadaannya itu

memang benar-benar.telah hilang. Kadang terjadi, claim except sudah

dibayar tetapi barang yang dicari ditemukan di sudut gudang yang sama

dengan tempat gudang menimbun petipeti yang lain, dari party

pengapalan yang sarrra, yang sudah terlebih dahulu diserahkan kepada

consignee.

Barang yang telah ditemukan itu, bagaimanapun harus diserahkan

kepada pemiliknya ftrmun hal itu dapat mengurangi simpati para
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langganan dan lebih buruk lagi dapat menimbulkan kecurigaan seaka -

akan ada "oknum" perusahaan pelayaran atau ..agennya' yaig
i_

menyembunyikan baxang untuk maksud/tujrian tertentu yang merugikag

pemilik muatan.
,tv

Perlu diketahui bahwa barang y*g ait"*otan kembali padahal

klaimnya sudah dibayar, tidak ada ketentuan hukurnnya; jadi apakah

barang itu akan dikernbalikan kepada consignee (dan meminta kernbali

uang klaimnya) atauki dinyatakan sebagai tidak bertuan dan dilelang,

tidak diatur dalam hukum positif.

Dalam pada itu dapat dikemukakan bahwa consignee yang tidak

dapat menunggu waktu penyelesaian proses klaimnya dengan agen

perusahaan pelayararl dapat mengajukan klaim kepada underwriter

(perusahaan Asuransi), kepada siapa barang diasuransikan. Nanti setelah

penanggung memb4yar nilai kerugian langgananny4 penanggung tersebut

akan menrperoleh hak-hak subiogasi dan dapat menuntut pengangkut

dalam proses klaim.

4. Proses Penyelesaian Klaim

Tuntutan Klaim atas kerugian atau kerusakan barang, diajukan di

pelabuhan tujtran dmi muatan yang bersangkutan. Begitu pula proses

pengurusan tuntutan itu dalam tahap pertama dilakukan di pelabuhan

tujuan itu. Hal ini tidak perlu mengherankan karena semua dokumen yang

ada kaitannya dan akan dipergunakan dalam proses penyelesaian klaim

tersebut berada di pelabuhan tujuan. Di samping itu, hak milik atas muatan
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yang terhadapnya akan diajukan tuntutan klaim tersebut, pada umunnhya

berada pada pemilik terakhir atas muatan itr:, yang. juga bstadu)'di
/- /

pelabuhan tujuan.

Setelah tuntuan klaim diproses pada tahap pertama dan difloleh

kesimpulan bahwa letak tanggung jawab berada pada pengangkut, maka

agen atau kantor cabang perusahaan pelayaran di pelabuhan tujuan, yang

telah mengrrrus klaim tersebut pada tahap pertama, akan meminta otorisasi

dari kantor pusat afarr prinsipalnya untuk membayar ganti rugi yang

bersangkutan.

Di pihak lair4 kantor pusat atau prinsipal tersebut tidak begitu saja

menyetujui kesimpulan yang telah diambil itrl melainkan akan melalrukan

penelitian lagi untuk dapat menilai kembali keputusan dan kesimpulan

yang telah dibuat oleh agen atau cabang tersebut, untuk selanjutnya

memberikan persetujuan untuk membayar klaim yang diajukan itu.

Penilaian kembati itu perlu dib; oleh Kantor Pusat atau prinsipal, karena

mungkin agen/cabang melakukan penilaian berdasarkan dokumen atau

data dan informasi yang kurang lengkap sehingga jumlah ganti rugi yang

dihitungnya (dimintakan otorisasi pembayarannya) itu ditetapkan terlalu

tinggi atau terlalu rendah. oleh karena itu tidak jarang terjadi bahwa

perkiraan kerugian yang dibuat oleh agen atau cabang setempat tidak

disetujui oleh kantor pusat atau prinsipal dan dalam hal demikian maka

yang terakhir ini membuat perhitungan baru yang menetapkan jumlah

ganti rugi lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai dengan keadaan. Apakah
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sebabnya wewenang pembayaran dan atau penetapan pembayaran klai{n_

.. 
., .,,

harus diberikan oleh kantor pusat perusahaan pelayaran? Hal ini',erat

kaitannya dengan kenyataan bahwa di kantor'cabang ata,u agen perusahmn

pelayaran di pelabuhan tujuan muatan, masih lsldapat t"t **grii drtu

dan/atau bahan pertimbangan lain g""; memberikan penetapan

pembayaran klaim yang adil dan kekurangan itu akan dilengkapi oleh

kantor pusat/ pr in s ip al .

Di samping itrl ketentuan ini juga dianggap perlu guna mendapatkan

penetapan yang adil dan benar dalam pembayaran klaim yang diajukan;

kalau kantor cabang, apabila agen diberi wewenang unhrk menyelesaikan

dan membayar semua klaim yang diajukan oleh consignee, akan

mendorong timbulnya berbagai bentuk kecurangan; setrap klaim akan

dibayar secara royal dan "oknum" kantor cabang atau agen tersebut akan

memperoleh imbalan dari consignee yangklaimnya telah diselesaikan itu.

Namun disadari bahwa demi me4iaga hubungan baik dengan,relasi,

diperlukan suatu sistem perumganan dan penyelesaian klaim yang cepat

dan lancar khususnya untuk tuntutan ganti rugi yang nilainya kecil (untuk

klaim yang bernilai besar, consignee tidak berkeberatan menunggu

penyelesaian lebih teliti dalam waktu yang lama).

Sehubungan dengan itu maka dalam praktek biasanya kantor pusat

mernberi wewenang kepada cabangnya untuk menyelesaikan pembayaran

klaim dari nilai tertentu yang dibatasi serlangkan unhrk klaim yang
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nilainya lebih besar dari batas tersebut, otoritas penyelesaian -.fen

pembayarannya dipegang oleh kantor pusat/prinsipal sendili. . ,,,' ,'

Dari uraian tersebut diatas, kita lebih ldnjut dapat,melihat aia {ruti
klaim, yaitu sebagai sarana reklame dan sebagai hakim p"*$lfrurrr

pelayaran (termasuk cabang dan agennya), yang biasa menyelesaikan

klaim secara cepat dan sirnpel, dihargai oleh langganarulya dan langganan

yang mera$L puas dengan pelayanan tersebut akan menceritakannya

kepada rekannya dan akan tetap senang berhubungan dengan perusahaan

pelayaran tersebut.

Di pihak lain, pertimbangan penyelesaian klaim secara adil dan tidak

memihak akan menuqiukan fimgsi hakim yang adil dan bijaksana.

Perusahaan pelayaran yang menerapkan kebijaksanaan menolak setiap

klaim yang diajukan oleh pemilik muatan (dikenal sebagai kebijaksanaan

klaim tolak), menjauhkan pelanggannya dan sikap itu juga merupakan

bukti tidak dihayatinya fungsi frai<im dari klaim.

Datam kasus tersebut diatas, KM Iramuar berangkat dari perabuhan

Taqiung Priok Jakarta tertanggal 7 Mei 1998 dan tiba di pelabuhan

Banjarmasin tanggal 11 Mei 1998. Pembongkaran muatan baru dilalrukan

atau dimulai tanggal 12 Mei 199s jam 08.00 WITA dan selesai tanggal 14

Mei 1998 jam 02.20 (dini hari) WITA. pembongkaran tersebut dilakukan

dengan alat bongkar muat seperti jaring-jaring dan langsung diturunkan ke

dermaga dan diletakan di lapangan penumpukan dengan kurang hati-hati

yang mengakibatkan kerusakan sebagian dari muatan tersebut.
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Tanggal 14 Mei 1998 itu pula dilalrukan pemeriksaan terhadap

.. 
i,, 

,, ..

muatan oleh PT Maju Dolok Mas Sakti sebagai EkspediturlEkspedisi
,t-

Muatan Kapal Laut (EMKL) yang ditunjuk oleh PT Putera Sejahtg.ra

.,.r

Abadi yang disaksikan oleh PT PELNI sendiri. Dalam p"*"iii.r*r,

tersebut terdapat kerusakan dan kekurangan minyak pelumas yang

dianghut KM Iramuar tersebut. Setelah dilalarkan pemeriksaan dibuatlah

berita acaxa kerusakan dan kekurangan muatan oleh Kepala Cabang PT

PELNI Banjarmasin lsebagai wakil PT PELM) dengan PT Maju Dolok

tvtas'Satti selaku EMKL yang dituqiuk oleh PT Putera Sejahtera Abadi.

Dengan adanya kekurangan dan kerusakan muatan tersebut, PT

Putera Sejahtera Abadi menderita kerugian sebesar Rp. 74.455 .566,- sesuai

faktw atau invoice. Setelah party drum minyak pelumas itu diperiksa darr

dibuat berita acurakerusakan dan kekurangan muatan, maka pada tanggal

14 Mei 1998 sampai dengan tanggal 8 Juni 1998 EMKL PT Maju Dolok

Mas Sakti menyerahkannya kepada Depot Pertamina Banjarmasin dan

pada tanggal 18 Juni 1998 dibuat berita acara penerimaan oleh Kepala

Depot Pertamina dan EMKL PT Dolok Mas Sakti dengan kond.isi rincian

yang sama dengan berita acara kerusakan dan kekurangan muatixr tadi.

Oleh pihak Pertamin4 muatan yang rusak, isi kurang dan mutu berubah

tersebut dihanguskan karena tidak sesuai dengan standar Pertamina dan hal

ini menjadi beban bagi PT Putera SejahteraAbadi selaku transportir.

PT Maju Dolok Mas Sakti selaku Consignee yang ditunjuk oleh PT

Putera Sejahtera Abadi telah mengajukan permintaan agar PT PELNI
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sebagai pengangkut membuat surat bukti kerusakan Claim Constater.i1g

""i
Bewijs atau CCB, namun ditolak dengan dalih menunjuk pada,klau'sula

!-

konosemen- Karena pihak dari PT PELNI'tidak memperdulikan 
,k4.*qq

tersebut, maka PT Putera Sejahtera Abadi mengajukan klaim atas kifugian

tersebut sebesar Rp. 74.455 .556,- 
/

PT Putera Sejahtera Abadi menegur pihak dari PT PELNI dengan

Surat Nomor l92lDn/PSA/DV1998 tanggal 25 September 1998 yang

ditanggapi dengan S*ut No*or TH.168/HKDV1998 tanggal I Oktober

1998 yang isinya melemparkan dan mengalihkan klaim tersebut menjadi

tanggung jawab EMKL PT Maju Dolok Mas Sakti. Dengan Surat Nomor

229tDtrlPS.ADry1998 tanggal 5 November 1998, PT PELM aktrirnya

menunjuk pada ketentuan yang ada dalam konosemen hanya megakui 8

party drum minyak pelumas saja dengan harga sesuai fakhr sebesar Rp.

6.696.360,- yang tidak disera}kan dari 2139 parry drum karena

kehilangan diatas kapal selama pelayaran, namun tuntutan klaim dari PT

Putera Sejahtera Abadi yaitu sebanyak 70 party drum minyak pelumas

yang rusak, bocor atau berubah mutu. HaI ini berarti bahwa pihak PT

PELNI masih harus dan wajib mernbayar PT Putera Sejahtera Abadi

sebesar Rp. 67.759 .206,- karena kurang 62 party drum.

Pada tanggal 24 Mei 1999 PT Putera Sejahtera Abadi menghubungi

PT PELM sehubungan dengan klaim yang diajukannya dengan surat

klaim tertanggal 29 April 1999 dan terakhir sampai dengan tanggal 6

September 1999, rurmun hat ini tidak ditanggapi. Akhirnya padatanggal 14
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Oktober 1999 PT PELNI memberikan tanggapan yang prinsipnya tetpp

menolak tunutan klaim dari PT Putera Sejahtera Abadi.tersebut dengin
t-

menunjuk pada klausula konosemen PT PELIU itu sendiri dan KUHD. r.
,;

5. Dasar Penyelesaian Klaim
/

Penyelesaian suatu klaim didasarkan pada Bill of Lading serta Resi

Mualim dari party muatan yang terhadapnya diajukan tuntutan klaim;

kalau FIIL bersih (Clean trIL) maka klaim diakui (accepted) dan

selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan keputusan apakah kerusakan

atau kehilangan muatan memang meqiadi tanggung jawab pengangkut.

Selain BIL harus bersrlr, mate's receipt yang bersangkutan juga harus

bersih, yaitu tidak memuat catalan tentang cacat muatan. Telah kita

ketahui dari bab-.bab di muka, bahwa BlL dapatdibuat bersih dengan cara

menyerahkan Letter of Indemnity (Ll\. Namun harus diingat bahwa L/I

tersebut diterima oleh carrier sebagai sarana untuk mencegah

dikeluarkannya B/L kotor dan b;kannya untuk menghapus catatantentang

cacat muatan, yang sudah ditulis pada Mate's Receipt (M/R). Catatart

tentang cacat (kerusakan) muatan pada IM/R tetap ada dan tidak dihapus

karena catatan tersebut merupakan semacam statement of fact yang

mempunyai kekuatan pernbuktian.

Kalau B/L bersih tapi M/R mencantumkan cacat muatan sewaktu

diterima untuk dimuat ke kapal, maka pengangkut dapat mengalihkan

tuntutan ganti rugi tersebut kepada shipper yang telah menyerahkm LII

kepadanya. Urtuk itu dapat ditempuh prosedur sebagai berikut: kepada
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pihak yang mengajukan tuntutan klaim (claimant) dibayarkan sejq{ah

kerugian yang dituntut, lalu pengangkut menuntut,.kembali'jumibtr

kerugian itu kepada shipper yang melalui'L/I, telah, menyatakan, afta4.

menanggung kerugian yang timbul akibat cacat muat* ,"bug#**u

disebut dalam LA yang bersangkutan.

Namun demikian, praktek ini merupakan pemberian servis kepada

pelanggannya, dapat merugikan pengangkut sendiri akibat timbulnya

perselisihan pendapat antata pengangkut dengan pengirim muatan

mengenai besamya kerugian yang melekat pada kerusakan yang disebut

dalam L/I. Lebih buruk lagi, kalau shipper mengingkari indemnity

fiaminan) yang pernah diberikannya dan tidak bersedia membayar kembali

kerugian yang telah diselesaikan oleh penganghrt kepada penerima

muatan. Kalau pengirim berbuat demikian maka bagi pengangkut tidak

terdapat saluran hukum untuk memaksa pengirim muatan memenuhi

tuntutannya, karena memang lembaga Letter of Indemnity tidakdilindungi

oleh hukum. Peringkat L/I diciptakan sebagai gentlemen agreement, bukan

perangkat hukum.

Perlu dikemukakan disini meskipun BIL bersih, hal itu tidak berarti

bahwa klaim harus dibayar, melainkan pengangkut juga dapat menolak

klaim BIL nyabersih. Adaptrn penolakan klaim oleh pengangkut

tersebut didasarkan kepada kerusakanlkehilangan atas muatan yang terjadi

karena hal-hal berikut:
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Force Majeur, yaitu kejadian atau keadaan

kekuasaan manusia.

yang berada diluar

Pengertian force majeursebenarnya'sangat t r", t"tupi dalam.tral

ini dapat diberikan pembatasan bahwa kejadian-kejadian ,*g fiukol

sebagai force majeur adalah 'ikejadian atau keadaan yang tidak dapat

dihindarkan dengan tindakan yang wajar oleh manusia''.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan

force majeur tersebut, dibawah ini diberikan sebuah ilustrasi: kalau

suatu kawasan pelayaran telah diketahui merupakan kawasan lintasan

badai pada musim tertentu, maka kapal yang melintasi kawasan tersebut

pada musim badai dan mendapat musibah, tidak dapat menyatakan

terkena force majeur walaupun nyata-nyata kapal dan muatannya

mengalami kerusakan karena badai dan awak-awak kapal tidak dapat

mengatasinya. Tetapi kalau kapal mendapat serangan badai yang

kekuatarurya jauh lebih besar dari topan yang biasanya melintasi

kawasan tersebut, atau kapal diserang badai pada kawasan yang

biasanya tidak dilewati badai, atau badai yang terjadi diluar musimnya

maka musibah itu dapat diakui sebagaiforce majeur.

Perlu ditambahkan bahwa kapal selalu memantau laporan cuaca

yang disiarkan oleh dinas meteorologi dan saat nahkoda menghitung

bahwa lintasan pelayarannya akan dilewati badai, maka kapal dapat

diamankan pada pelabuhan terdekat untuk merurnggu lewatnya badai.

Namun demikian, peristiwa alam dapat berubah secara mendadak dan
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tidak terduga dan hal ini dapat memberi pertimbangan tentaqg

terjadnya for c e maj eur atau tidak.

b. Vice Propre, ataa Inhaerent Vice, yaitu'keadaan membusuk sendiri,

membusuk dari dalam.

Pada muatan buah-buahan, bawang, kentang dan lain-lain hasil

bumi, sering dialami kejadian dimana muatan itu telah membusuk pada

waktu tiba dipelabuhan tujuan. Terhadap kerusakan muatan karena

membusuk sendiri ini, pengangkut menyatakan tidak bertanggung

jawab dan tidak bersedia membayar ganti rugi yang dituntut oleh

consignee.

Tetapi kalau busuknya muatan tersebut karena terjadi karena

kapal terlalu lama dalam pelayaran, maka pengangkut tidak dapat

melepaskan diri dari tanggung jawab. Lamanya kapal berada dalam

pelayaran secara tidak wajar itu dapat terjadi karena kapal melalskan

deviasi. Seperti kita ketahui kalau kapal melalnrkan deviasi secara sah

maka kapal tidak bertanggung jawab atas akibat deviasi tersebut, tetapi

kalau kapal melal<ukan unlawful deviation (penyimpangan arah yang

tidak sah) maka kapaVpengangkut bertanggung jawab penuh atas

terjadinya kerusakan muatan.

c. Kelalaian pengirirn/penerima muatan

Pengangkut menyatakan tidak dapat mengganti kerugian yang

diderita oleh pemilik muatan, kalau kerugian itu terjadi karena sebab-

sebab sebagai berikut:
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1) pembungkus kurang batk (In-adequate Package)

2) merk dan nomor peti kurang jelas, atau catnya luntur sehingga tidtak

terbaca lagi pada waktu muatan dibongkar

3) pemilik muatan tidak datang pada wakftrnya

barangnya d.i pelabuhan tujuan muatan 
?

.1.

'r

untuk mengambil

Sebaliknya pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya untuk

mengganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan muatan yang terjadi

karena:

1) Alat - alat kapal kurang sempurna penggunaannya dan

pemeliharaannya

2) Anak buah kapal tidak cukup dan tidak cakap

3) Anak buah kapal kurang sempunrtr cara kerjanya

4) Peqiagaan atas muatan kurang baik sehingga mengakibatkan

kerusakan atau kehilangan muatan akibat pencurian.

Penyaksian klaim

Kalau pada waktu penerimaan muatan (delivery of cargo) di

pelabuhan tujuan diketahui terdapat kerusakan pada party mutan, maka

kerusakan itu harus disaksikan oleh pemilik muatan bersama dengan

pengangkut atau surveyor yang ditunjuknya. setelah kerusakan disaksikan,

kepada consigneediberikan dokumen Tanda Bukti penyaksian Klaim.

Dokumen penyaksian klaim tersebut masih dikenal dengan n€rma

claim constatering Bewijs (disingkat menjadi ccB) yang merupakan

surat bukti yang meng-lanstateer (memperkirakan, menilai) kerusakan
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yang terjadi pada muatan dan kadang-kadang menyebutkan pula perkirabn
. 

.i,. 

,r,
nilai kerugian. Setelah penyaksian selesai dilakukan dan CCB dib t,

I

muatan dapat diseralrkan kepada consignee. i

Dalam menerima CCB yang ditandatangani oleh agen perushhaat

pelayaran (pengangkut), ini berarti bahwa consignee menyatakan akan

mengajukan tuntutan klaim. Inilah yang dimaksudkan dengan "pernyataan

akan mengajukan tuntutan klaim" atau mengajukan Notice of Claim,

sedangkan tuntutarmya sendiri, claim letter, dapat diajukan belakangan,

dengan batas waktu I tahun sejak dikeluarkannya CCB (satu tahun setelah

consignee menerima barang).

Besarnya ganti rugi yang ditunttrt consignee pada umumnya dihitung

berd.asarkan konstatasi yang dicantumkan dalam CCB. Dalam hal diderita

kerugian penuh (barang rusak total), besarnya kerugian yang dituntut

adalah sebesar harga cost and Freight (c&F) ditambah laba imajiner

(Immaginary prafit) yaitu laba yang diperhitungkan akan diperoleh dari

transaksi dagang yang dikerjakan. Kalau kerugian tidak mencapai l00Yo

nilai barang, tentunya besarnya kerugian yang dituntut dihitung pro-rata

(sebanding, setara).

7. Jangka'Waktu Klaim

seperti yang dilihat dari uraian di muka klaim diajukan melalui dua

tahap tindakan yaitu tahap "penyataan akan mengajukan klaim" Q,{otice of

claim) dan tahap 'lengajuan tuntutan yang sebenarnya" (pengajuan claim

letter). Notice of Claim harus diberikan sebelum atau pada saat dilalrukan
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kepada pengangkut apakah akan mengajukan klaim atau tidak. Kalau pada

saat itu consignee tidak mengajukan claim notice maka hak klaimnya

gugur dan barang itu dianggap telah diterima tanpa klaim. Penyampaian

claim noticetersebut tidak usah dilakukan dengan membuat surat khusus,

melainkan cukup meminta dibuatkan ccB saja. Tetapi kalau kerusakan

yang terjadi pada muatan tidak dapat dilihat dengan mata karena

merupakan latent defect, maka jangka waktu penyampaian claim Notice

tersebut diperpaqjang tiga hari setelah penyerahan barang (demikian

ditentukan dalam Pasal 485 dan 486 KIIHD). Dasar pertimbangan dari

perpanjangan waktu penyerahan Notice of Ctaim untuk cacat tersembunyi
I

ini adalah bahwa dalam jangka iur.n tiga hari tersebut dianggap bahwa

kerusakan yang tersembrrnyi itu sudah akan diketahui, sudah muncul

karena barang sudah dipergunakan.

Apa yang diuraikan diatas mengenai prosedur penyampai an Notice

of claim ini adalah berlaku pada klaim yang berkenaan dengan kerusakan

muatan; mengenai klaim atas kehilangan muatan agaknya tidak perlu

ditempuh prosedur tersendiri karena dengan dilalmkannya proses

penyerahan muatan, yang sebagian hilang itr:, dengan sendirinya sudah

dibuat Notice of claim, berupa pengeluaran Except Bewijs (EB), oleh agen
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pengangkut. Seperti telah diuraikan di mukq kalau pada waktu dilalqrkan

penyerahan muatan ternyata juml ah collie muatan tidak cukup maka o"f"f.

kekurangan collie tersebut oleh agen pengangkut difuatkan EB (tanda

bukti kekurangan) sebagai pegangan sementara memrnggu ditem#annya

barang yang hilang.

Namun harus diperhatikan bahwa dengan memegang EB maka

consignee beranggapan telah menyampaikan Notice of Claim dan segera

pu14 sesuai pertimbangannya, mengajukan claim letter. Padahal barang

yang bersangkutan belum tentu hilang Qost) melairkan belum diketahui

keberadaannya (missing), dan sedang dicari dengan menggunakan

dokumen tracer. Di pihak lain, dengan mengeluarkan EB, pengangkut

dapat dianlgap telah mengakui menghilangkan muatan dan untuk itu

diikat tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Berkenaan dengan hal itu maka pada umrmmya perusahaan

pelayaran menerapkan sikap mengulur waktu pengeluaran EB, dengan

alasan bahwa barang yarry missing tersebut sedang dicari di pelabuhan-

pelabuhan yang pernah disinggahi oleh kapal yang bersangkutan, dan

kalau ditemukan akan dikembalikan ke pelabuhan tujuan yang sebenarnya.

Pencarian mana dilalrukan dengan mengirimkan tracer kepada pelabuhan-

pelabuhan tersebut.

Sebagai pengganti EB, kepada consignee hanya diberi catatwt di

belakang Delivery Order (D/O) asli tentang jurnlah collie muatan yang

telah diseralkan kepadanya, kemudian D/O-nya dikembalikan kepada
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consignee disertai pesan bahwa D/o tersebut dapat dipergunakan untuk
,,,.,.

mengambil sisa collie yang missing, jika sudah ditemukan dan dikifim
.t-

kembali ke pelabuhan tujuan. ,i:.
1

t
Sementara itu mengenai klaim kerusakan, dapat dijelaskan 'bahwa

dalam ha1 ini jumlah collie yang diterima oreh consignee adalah confirm

(cukup, tidak kurang), hanya saja diantaranya ada yang mengalami

kerusakan (bahkan mungkin semruurya rusak) dan isinya berkurang atau

hancw. sehubungan u"ru* itulah maka diperlukan adanya prosedur

penyampaian Notice of Claim yang harus dilakukan pada saat penyerahan

muatan, dan penyamp aiarr Claim Lettersesudahnya.

Tuntutan klaim yang sebenarny4 yang diajukan melalui sebuah

claim letter, harus dilalerkan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan

Notice of Claim atau dengan perkataan lain satu tahun setelah penyerahan

muatan kepada consignee. Kalau dalam waktu satu tahun consignee tidak

mengajukan tuntutan klaim, *rtu klaimnya dinyatakan kadaluwarsa

(verjaard), seperti yang ditentukan oleh pasal 487 KUHD. perbedaan hak

klaim gugur dengan kadaluars4 adalah bahwa kalau hak klaim telah gugur

maka consignee tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan

kaim; sedang dalam hal kadaluars4 consignee masih dapat mengajukan

tututan klaim melalui proses peradilan.
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BAB V

PENUTUP

,

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada setelah dilakukan

analisa terhadap kasus, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu sebagai

berikut:

1. Penyelesaian atas kehilangan atau kerusakan barang-barang yang diangkut

oleh PT PELNI dalam suatu perjanjian pengangkutan diatur dalam suatu

mekanisme berdasarkan klaim atau tuntutan yang dilakukan oleh pihak

pengirim (shtpper) ataupun penerima barang (consignee). Sistem tanggung

jawab yang digunakan PT PELNI sebagai pengangkut mengacu pada

ketentuan dalam KUHD Khususnya Pasal 468 KLIHD yang menyebutkan

bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang yang

diangkutnya mulai pada saat diterimanya barang sampai dengan

diserahkannya barang tersebut kepada penerima barang dan pengangkut

diwajibkan mengganti kerugian jika sebagian atau seluruh barang tersebut

hilang atau mengalami kerusakan.

2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang-barang yang diangkut

oleh pengangkut maka penetapan tentang letak kesalahan atas kehilangan

atau kerusakan muatan itu dilalrukan melalui proses klaim, yaitu Klaim

Kerusakan bila barangnya rusak dan Klaim Kekurangan bila barangnya

kurang dimana klaim-klaim tersebut akan diproses oleh peqgangici
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d.



apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan klaim dan kl4fp

tersebut akan dibayar jika memang dalam prosesnya. terbukti bahwa
t-

kekurangan atau kehilangan barang yang diahgkut oleh,pengangkut ?ddah

merupakan kesalahan&elalaian dari pengangkut. "r

B. Saran

1. Karena kerugian terhadap barang muatan yang diangkut merupakan

bagian yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraarr angkutan

laut maka diperlukan usaha-usaha dari semua pengangkut termasuk PT

PELNI untuk menekan tingkat kerugian berupa perawatan dan

pemeliharaan yang baik terhadap barang muatan yang akan diangkut mulai

pada saat barang diterima, dimuat ke atas kapal serta sampai

dibongkarnya barang tersebut di pelabuhan tujuan.

2.PT PELNI harus mengusahakan penyelefiggaraal pengangkutan secara

sebaik - baiknya baik dari . segi keselamatan kapal maupun dari

peningkatan keahlian para awak kapalnya serta berusaha agar setiap

klaim yang diajukan dapat diselesaikan dengan baik dengan

memperhatikan segala kepentingan dari pelanggannya dan melayani

pelanggan tersebut dalam cara apapun untuk menghindari jangan sampai

kehilangan pelanggan tersebut dan juga untuk menarik minat para

pelanggan lain yang akan mengirimkan barangnya pada pr PELNI

agar perusahaan ini dapat semakin maju dan berkembang.

3. untuk mengantisipasi saat tibanya era perdagangan bebas nanti,

diharapkan' mulai dari sekarang pemerintah lebih memperhatikan
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sektor pengangkutan barang melalui laut (terlebih lagi dengan J,?hh

diterapkannya azas cabotage dimana pengangkutan barang dalam witaillh
,

Indonesia harus menggunakan kapal dengah bendera,Indonesia) dengan

,t'
lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang

dapat lebih dapat memajukan pelayaran nasional serta dapat

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dalam

pengangkutan bamng melalui laut tersebut dengan baik.
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